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KATA
PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden No 9 Tahun

2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah

i ' Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ji i telah menjadikan Inpres tersebut sebagai momentum
untuk meletakkan fundamental pendidikan kejuruan di
Indonesia. Inpres tersebut juga telah memberikan
penegasan akan pentingnya Sekolah Menengah
Kejuruan dalam mempersiapkan sumber daya
manusia yang terampil dan berkarakter agar dapat
mengisi ruang-ru-ang pembangunan dan mendorong
percepatan kemajuan Indonesia. Melalui Revitalisasi
SMK diharapkan dapat menciptakan generasi
penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi
keterampilan atau keahlian siap pakai yang
dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Dengan
mencetak generasi yang unggul dan produktif
nantinya diharapkan dapat memastikan tujuan
pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat

tercapai.

Selain berpacu dalam meningkatkan kualitas
peserta didik, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan juga terus berupaya meningkatkan
kualitas tenaga pendidik, karena ini juga menjadi

pondasi untuk kualitas pendidikan kejuruan yang baik.
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Melalui Revitalisasi ini kita harus bisa menuntaskan
apa yang diamanatkan oleh pemerintah yaitu
membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat
ini mayoritas berpendidikan SD dan SMP menjadi
tenaga kerja yang terdidik dan terampil dan berdaya

saing tinggi melalui Sekolah Menengah Kejuruan.

Revitalisasi SMK ini dapat dijadikan salah satu
solusi untuk mencetak peserta didik yang modern,
bermartabat, inovatif, dan kreatif. Saya sangat
mengapresiasi buku ini yang sudah menjelaskan
tentang bagaimana Revitalisasi SMK yang sudah
dilakukan dengan langkah nyata dan ditandai dengan
progres yang baik dari upaya merevitalisasi SMK

tersebut.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi
referensi dalam upaya peningkatan kualitas bagi
Sekolah Menengah Kejuruan khususnya dan

masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih.

Wassalamu“alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

o %a_liﬂta, 2017

S \LAN- 4
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat ini masih terikat
kuat berdasarkan animo masyarakat, yaitu dengan memilih jurusan yang
“sedang tren”. Hal itu membuat lulusan SMK cenderung memilih untuk
mencari kerja di daerah perkotaan pada sektor formal. Akibatnya,
perkembangan daerah menjadi lambat karena tenaga-tenaga terampil
yang mestinya bisa diarahkan untuk membangun daerahnya justru
memilih untuk bekerja di daerah lain di perkotaan (Corte, 2015; Wang, 2015;
Putra, 2016; Mukhadis, 2016; dan Cherian & Jacob, 2013). Dampak urgen
dari hal itu membuat perkembangan pendidikan di provinsi
(kecamatan/kabupaten) kurang relevan dengan potensi/unggulan
wilayahnya. Di Indonesia dari sekian ragam provinsi ada ragam potensi
wilayah, baik dari sisi budaya, sumber daya alam, sosial, dan lain
sebagainya. Di sisi lain, setiap wilayah daerah memiliki potensi-potensi
besar yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan
kejuruan. Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan
menengah tidak lagi berada pada tingkat kabupaten/kota, tetapi telah
dialihkan ke tingkat provinsi. Pengelolaan SMK dan penerbitan izin
pendirian SMK merupakan dua urusan yang saat ini menjadi tanggung
jawab pemerintah provinsi. Hal itu membuat pemerintah provinsi dapat
sebagai “holder power” atas potensi daerahnya masing-masing. Potensi
daerah merupakan kekuatan besar atau kemampuan dasar yang dimiliki
oleh suatu daerah tertentu baik dalam sumber daya alam, sosial budaya

maupun sumber daya manusia yang dapat dikembangkan. Selain itu,
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potensi daerah mampu menghasilkan suatu nilai tambah bagi daerah itu

sendiri.

Keberhasilan pengelolaan potensi daerah harus didukung oleh
kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang
unggul merupakan faktor kunci dalam meningkatkan ekonomi. Proses
untuk mendapatkan SDM yang unggul dapat ditempuh melalui pendidikan
(Keller-Schneider, 2014). Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan
sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk mengembangkan
potensi unggulan daerahnya. Kompetensi tersebut lebih banyak masuk
pada ranah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertumpu pada
pembelajaran yang mengarah pada keterampilan pada tingkat menengah.
Pada pelaksanaan “stages of the electoral” potensi unggulan daerah tidak
bertujuan untuk menciptakan difference-holistic menurut ragam
karakteristik daerah. Pemilihan potensi unggulan daerah tersebut
merupakan langkah-maju dalam mengembangkan strategi akselerasi
pembangunan daerah dengan potensi wilayahnya. Pada tahapan
identifikasi maupun pengembangan potensi potensi unggulan daerah
melalui pendidikan kejuruan diperlukan kajian terhadap enam hal (Corte,
2012; Liu, 2016), yaitu: (1) keterkaitan tingkatan pembangunan dan SMK,
(2) keterkaitan antar sektor, (3) kontribusi terhadap sektor atau struktur
ekonomi, (4) penyerapan tenaga kerja dari SMK, (5) daya dukung SDM
lulusan SMK dan teknologi, dan (6) pertimbangan strategis non ekonomi.
Keenam kajian terkait identifikasi potensi unggulan daerah tersebut dapat

dijelaskan seperti berikut:

Keterkaitan Tingkatan Pembangunan dan SMK

Menurut Mohammed (2015) dan Gil (2016) potensi unggulan

daerah memiliki direct linkagesdengan tingkatan pembangunan terutama
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pembangunan pendidikan di suatu daerah. Struktur pendidikan khususnya
pendidikan kejuruan, terbagi menjadi tiga sektor yaitu primary sector,
secondary and tertiary. Sektor primer yang merupakan capaian kompetensi
lulusan, sektor sekunder mencakup area tempat kerja, dan sektor tersier
terdiri dari tingkat perkembangan pendidikan terhadap perekonomian.
Jenis potensi unggulan daerah tersebut menjadi bagian penting dalam

sektor-sektor ekonomi suatu daerah.

Keterkaitan Antar Sektor

Dikemukakan juga oleh Liu (2016) potensi unggulan daerah dapat
kemungkinan memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Keterkaitan ini
dapat ke belakang yaitu sektor penyedia input (backward linkage) atau ke
depan yaitu sektor pengguna output (forward linkage). Berarti
perkembangan potensi unggulan daerahdapat menjadi pendorong

perkembangan sektor lainnya yang masih terkait.

Kontribusi terhadap Sektor atau Struktur Ekonomi

Potensi unggulan daerah dapat memberikan kontribusi yang
besar dan dapat diandalkan bagi perekonomian daerah. Perkembangan
potensi unggulan daerah dapat meningkatkan atau mengubah struktur
ekonomi tertentu yang memiliki sektor unggulan. Hal itu berdampak
langsung serta merata pada masing-masing daerah sesuai dengan potensi

unggulannya.

Penyerapan Tenaga Kerja dari SMK

Peningkatan potensi unggulan daerah dapat memacu
pertumbuhan ekonomi daerah. Berarti terjadi peningkatan kegiatan
ekonomi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan permintaan tenaga

kerja. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi jumlah kebutuhan
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lulusan SMK, sehingga keterserapan lulusan meningkat sesuai dengan
perkembangan industri. Di sisi lain, peningkatan permintaan tenaga kerja

akan menambah penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian daerah.

Daya Dukung SDM Lulusan SMK dan Teknologi

Pengembangan potensi unggulan daerah memperhatikan daya
dukung SDM dan teknologi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan.
Potensi unggulan daerah yang menjadi andalan atau tulang punggung
penting bagi perekonomian daerah membutuhkan SDM dan teknologi yang

memadai untuk mengelolanya.

Pertimbangan Strategis Non Ekonomi

Pertimbangan strategis non ekonomi perlu juga diperhatikan
terkait pengembangan potensi unggulan daerah. Hal ini disebabkan oleh
peran penting sektor-sektor ekonomi untuk mendukung aspek sosial
politik lainnya seperti stabilitas daerah, lestarinya budaya lokal, dan lain
sebagainya. Para lulusan pendidikan kejuruan selayaknya dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai bakat dan minat serta keterampilan yang
dimiliki secara profesional (Hidi, 2016; Wang, 2015; Mukhadis, 2015). Hal
ini ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pada
pasal 3 Ayat (2) bahwa “tujuan pendidikan menegah kejuruan yaitu
mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta
mengembangkan sikap profesional”. Selain itu, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan
bahwa Pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada tingkat pendidikan
menengah yang tujuannya mengutamakan pengembangan kemampuan
siswa untuk dapat melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”. Bertumpu pada
hal itu para siswa SMK harus dibekali dengan kompetensi kerja agar

memiliki daya saing yang handal baik dalam bersaing dengan tenaga kerja
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indonesia maupun dengan tenaga kerja Asing. Kompetensi kerja yang
dimaksud dalam hal ini yaitu kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai
dengan standar yang ditetapkan (Corte, 2015). Dikemukakan pula oleh
Hanafin (2014) dan Wang (2015) adanya keahlian/keterampilan yang
dimiliki oleh siswa SMK serta kesesuaian kompetensi yang diberikan oleh
sekolah dan memiliki tingkat main-required industri diharapkan mampu

menghasilkan lulusan yang pada akhirnya dapat terserap dalam industri.

B. Dasar Hukum
Peraturan kementerian dan daerah terkait dengan pengem-

bangan peta potensi unggulan wilayah dalam sinkronisasi bidang keahlian

di SMK yang relevan diantaranya yaitu:

»  Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

» Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

»  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional
Pendidikan

»  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan

»  Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
barang/jasa pemerintah beserta perubahannya;

»  Peraturan Menteri Keuangan Rl No mor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

»  Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga
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»  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

C. Tujuan

Tujuan dari program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ini yaitu
untuk mengidentifikasi potensi unggulan wilayah setiap provinsi dalam
pengembangan/sinkronisasi bidang keahlian di SMK, mengkaji dan
mengelompokkan potensi unggulan wilayah setiap provinsi dalam
pengembangan dan melakukan sinkronisasi bidang keahlian di SMK, serta
memetakan ragam prioritas potensi unggulan wilayah setiap provinsi

dalam pengembangan dan sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

D. Ruang lingkup

Pemetaan potensi unggulan di setiap wilayah provinsi di
Indonesia. Pemetaan potensi prioritas unggulan wilayah di setiap provinsi
di Indonesia. Pemetaan jumlah dan bidang keahlian SMK di setiap Provinsi
di Indonesia. Pemetaan jumlah dan jenis tenaga kerja di setiap provinsi di
Indonesia. Relevansi bidang keahlian di SMK dengan prioritas potensi

unggulan wilayah di Indonesia.

E. Analisis Kesenjangan

SMK menjadi harapan Pemerintah dapat mengatasi
pengangguran, sebab SMK merupakan suatu wadah yang dipersiapkan
untuk melatih siswa agar menjadi tenaga kerja terampil sesuai bidangnya
(Chukwerdo, 2013; Hidi, 2016). Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan
justru menunjukkan tidak adanya penurunan melainkan peningkatan yang

sangat tajam dari tahun ketahun. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh
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BPS (Badan Pusat Statistik). Pada Februari 2016, tingkat pengangguran
terbuka tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,84%. Angka
tersebut meningkat 0,79% dibandingkan Februari 2015. Peningkatan
tersebur disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor vital penyebab
masalah tersebut yaitu kurang tercapainya kompetensi lulusan SMK yang
sesuai dengan potensi unggulan wilayahnya. Akibat hal itu, lulusan SMK
tersebut tidak bisa menjadi “nyonya besar” di wilayahnya sendiri. Tingkat

pengangguran terbuka di Indonesia dipaparkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi Pada Jenjang
Pendidikan SMK

. Pendidikan Tertinggi Yang 2012 2013 2014 2015 2016
Ditamatkan

Februari| Februari  Februari  Februari Februari

1 Tidak/belum pernah sekolah 196,972

12435 134040 124303 04293
2 Tidak/belum tamat D 601753 523400 610574  603.194 557418
Y| & 1418693 1420873 1374822 132039 1218954
4 SLTP

1.736.670 1821423 1.683.203 1.650.387 1.313.815

5 SLTA Umum/SMU 2043607 1874799 1893500 1762411 1546699

6 SLTA Kejuruan/SMK

1018465 864643 847365 1.174.366 1.348.327

T AkademiDiploma 258385 197270 195258 254312 249,362

8  Universitas
553206 425042  398.298 565.402 695.304

Total
Sumber: BPS, 2016

7.757.831 7240897 7.147.069 7.454.767 7.024.172
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Pada Tabel 1.1 dijelaskan jumlah pengangguran tingkat SLTA
Kejuruan/SMK sebesar 1.348.327 (per Februari 2016) (BPS, 2016). Hal
tersebut merupakan “kenyataan pahit” dan kemungkinan setiap tahunnya
akan terus meningkat. Selain itu, explosion problemtersebut disebabkan
oleh penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja antar daerah tidak
seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar
dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya keadaan sebaliknya
dapat terjadi. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga
kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara
lainnya (Dang 2016; Labe, 2016; Van, 2012; Hanafin, 2014). Lulusan SMK
tidak hanya dicetak sebagai tenaga yang siap bekerja melainkan mampu
menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha dengan
keterampilan yang dimiliki (Wang, 2015). Dengan seperti itu, para Lulusan
SMK tidak perlu melakukan kegiatan out areauntuk mencari pekerjaan
sesuai jurusan yang mereka miliki melainkan dapat melakukan job creation
dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Mengingat
banyaknya jurusan-jurusan kejuruan SMK yang tersedia didaerah memiliki
tingkat conformity-optimal yang rendah terhadap potensi-potensi daerah
yang ada. Selain itu, dampak liniernya yaitu menyebabkan banyaknya para
lulusan SMK yang menganggur bahkan melanjutkan kuliah yang tidak
relevan dengan kejuruan yang mereka miliki Chukwerda (2013).

Jumlah provinsi di Indonesia yang mencapai 34 provinsi, masih
cukup rendah tingkat kesesuaian pendidikan terhadap dunia industri.
Tingkat ledakan aktif jumlah SMK yang semakin pesat, belum dapat
meningkatkan keterserapan lulusan SMK tersebut. Sebagai contoh di
Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makasar terdapat SMK yang jurusannya
tidak relevan dengan kondisi daerah tersebut. Membuka jurusan yang tidak
sesuai potensi daerah sehingga menghasilkan lulusan yang tidak terserap

dalam dunia kerja sehingga industri yang daerah tersebut diisi oleh tenaga
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dari luar dikarenakan tidak adanya daya saing dan ketidak relevanan
keahlian yang dimiliki untuk diterima.

Potensi daerah yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan seperti
rumput laut dan kakao bisa menjadi acuan dalam membuka jurusan yang
sesuai dengan potensi daerah. Sehingga nantinya para lulusan dapat
memberdayakan potensi daerah tersebut agar menghasilkan nilai tambah
ekonomi dan membuka peluang kerja. Sama halnya pada provinsi
Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya yang memiliki potensi unggulan
wilayah berupa padi ladang dan padi sawah. Pada daerah tersebut masih
sangat terbatas SMK dengan jurusan pertanian dan perkebunan. Selain itu
masih banyak provinsi di Indonesia yang harus mendapatkan perhatian
dalam pemetaan potensi unggulan wilayah guna meningkatkan SMK
sesuai dengan jurusan yang memiliki tingkat needs-drastic. Program
Pemerintah mengenai pendidikan vokasi dan rencana penambahan jumlah
SMK merupakan suatu upaya right on target dalam meningkatkan daya
saing bangsa. Komposisi SMK sesuai dengan peta potensi unggulan
wilayah akan mampu meningkatkan kasta-kualitas keterserapan tenaga
kerja di Indonesia yang kemudian dapat mengembangkan perekonomian

bangsa.

PANDUAN SINKRONISASI BIDANG KEAHLIAN DI SMK DENGAN PRIORITAS POTENSI UNGGULAN WILAYAH DAN TENAGA KERJA



PANDUAN SINKRONISASI BIDANG KEAHLIAN DI SMK DENGAN PRIORITAS POTENSI UNGGULAN WILAYAH DAN TENAGA KERJA



BAB I

LANSCAPE, SASARAN DAN KERANGKA
ACUAN PROGRAM SINKRONISASI BIDANG
KEAHLIAN DI SMK

A. Lanscape Prioritas Potensi Unggulan Wilayah, Tenaga Kerja, dan Bidang
Keahlian Di SMK

1 Landscape Prioritas Potensi Unggulan Wilayah

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengisi
pembangunan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu
mengembangkan kualitas sumber daya manusianya sedini mungkin agar
secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif
dan kreatif oleh seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat maju
secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sekitar
sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Jalur pendidikan kejuruan merupakan salah satu upaya yang
dapat dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang dapat terserap oleh
dunia kerja, sebab materi teori dan praktek telah diberikan sejak pertama
masuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan harapan kompetensi
yang dimiliki lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan
SMK seharusnya mampu menguasai kompetensi yang berhubungan
dengan lingkungannya. Hal itu berguna karena objek paling dekat lulusan
SMK setelah lulus adalah lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar

tersebut yaitu potensi unggulan wilayah.
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Potensi daerah merupakan kemampuan dalam memanfaatkan
dan mengembangkan suatu daerah untuk menghasilkan nilai ekonomi
dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Potensi
yang ada pada suatu daerah dapat berupa potensi sumber daya alam,
potensi sosial budaya, potensi sumber daya manusia yang apabila
dimanfaatkan dan dikembangkan akan memberikan manfaat bagi
manusia. Untuk menghasilkan suatu nilai ekonomi pada potensi dibidang
tersebut harus dibarengi dengan kualitas Sumber Daya Manusia
khususnya lulusan SMK, yang terampil dan memiliki kemampuan dalam
mengelolanya. Lulusan SMK wajib memiliki kompetensi sesuai dengan
potensi unggulan wilayahnya agar mampu menjadi “nyonya besar” dan
sebagai creator lapangan kerja dalam keberagaman potensi unggulan
wilayahnya.

Keberagaman potensi unggulan wilayah di Indonesia sangat
holistik dan luas. Potensi unggulan wilayah tersebut seperti bidang
perikanan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang peternakan,
bidang perkebunan, bidang perindustrian, bidang pertambangan, bidang
pariwisata, industri kreatif, dan sebagainya. Maka dari itu penentuan
prioritas potensi unggulan sangat penting agar fokus pengembangan lebih
terarah. Penentuan prioritas tersebut dapat melaui pelaksanaan program
sinkronisasi antar instansi pemerintahan. Sinkronisasi tersebut dapat
dilakukan dengan membentuk konsorsium institusi pelaksana program
sinkronisasi dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda
Provinsi, Disnaker Provinsi, LPMP, dan SMK. Screenschot peta prioritas

potensi unggulan wilayah di Indonesia disajikan pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Screenschot Contoh Prioritas Potensi Unggulan Wilayah

Nama

No ..
Provinsi

Potensi Unggulan Wilayah

Prioritas Potensi
Unggulan

1 Provinsi
Aceh

Pertanian (Sayur dan 1.
2. Pertanian
Industri (Semen, 3.

buah-buahan)

Pertambangan dll)
Jasa (Restoran,
Akomodasi Perhotelan)
Perkebunan (Coklat,
Kakao)

Peternakan (Sapi,
Kerbau)

Perikanan tangkap
Industri Besar

Jasa

Industri

2 Provinsi
Sumatera
Utara

N=INo

Pertanian

Perikanan (Tangkap 2.
lkan) 3.

Peternakan
Kehutanan

Manufaktur
Perkebunan

—_

Jasa
Pertanian
Manufaktur

3 Provinsi
Sumatera
Barat

ek w

Pertanian (kelapa,

kakao, gambir, 2.
cengkeh, kelapa sawit, 3.

nilam, teh)
Industri
Jasa
Perkebunan

—_

Pertanian
Jasa
Industri Kreatif

4 Provinsi
Riau

il ESl

Pertanian (Sayur dan

buah-buahan) 2.
Industri (Semen, 3.

Pertambangan dll)
Jasa (Restoran,
Akomodasi Perhotelan)
Perkebunan (Coklat,
Kakao)

—_

Pertanian
Jasa
Industri Kreatif

5 Provinsi
Jambi

HownN -~

Perkebunan

Jasa Akomodasi 2.
Perikanan 3.

Industri

—_

Perdagangan
Perkebunan
Jasa
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Nama

No ..
Provinsi

Potensi Unggulan Wilayah

Prioritas Potensi
Unggulan

o

Pertanian
Pertambangan

6 Provinsi
Sumatera
Selatan

Pertambangan Batu
Bara

Perkebunan (Karet)
Industri

Pertanian
Pertambangan
Perkebunan

1. Perkebunan
2. Perdagangan
3. Jasa

7 Provinsi
Bengkulu

IS

Pertanian (Sayur dan
buah-buahan)
Manufaktur (Bisnis dan
Manajemen)

. Jasa (Restoran,

Akomodasi Perhotelan)
Perkebunan (Coklat,
Kakao)

Peternakan (Sapi,
Kerbau)

1. Jasa
2. Pertanian
3. Manufaktur

8 Provinsi
Lampung

—_

Pertanian (Jagung, Ubi)
Industri (Oleh-Oleh,
Akomodasi)

. Jasa (Restoran,

Akomodasi Perhotelan)
Peternakan (Sapi,
Kerbau)

Perikanan tangkap

1. Pertanian
2. Jasa
3. Perdagaangan

9 Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

—_

w N

Pertambangan (Nikel
dan Timah)
Industri

. Jasa (Restoran,

Akomodasi Perhotelan)
Perkebunan
Pertanian

1.Jasa
2. Pertambangan
3. Pertanian
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Nama . . Prioritas Potensi
No Provinsi Potensi Unggulan Wilayah rearTe
10  Provinsi 1. Jasa Transportasi, 1.Jasa
Kepulauan Pariwisata dll 2. Industri
Riau 2. Pertambangan 3. Pertanian
3. Pertanian
4. Industri Pengolahan
5. Pertanian
6. Perkebunanan
7. Peternakan
11 Provinsi DKI 1. Industri Pegolahan 1. Perdagangan
Jakarta 2. Jasa Kemasyarakatan 2. Jasa
3. Perdaganagan Kemasyarakatan
4. Konstruksi 3. Industri
5. Pertanian/Perkebunan
6. Pertambangan
7. Perikanan
12 Provinsi 1. Pertanian 1. Perdagangan
Jawa Barat 2. Industri Pengolahan 2. Industri
3. Jasa (Restoran, Pengolahan
Akomodasi Perhotelan) 3. Jasa
4. Perkebunan Kemasyarakatan
5. Peternakan
6. Perikanan tangkap
13 Provinsi 1. Pertanian (Sayur dan 1. Pertanian
Jawa buah-buahan) 2. Industri
Tengah 2. Industri (Semen, 3. Jasa
Pertambangan dll) kemasyarakatan
3. Jasa (Restoran,
Akomodasi Perhotelan)
4. Perkebunan
5. Peternakan
6. Perikanan tangkap
14 Provinsi DI 1. Perkebunan 1. Perdagangan
Yogyakarta 2. Pertanian (Sayur dan 2. Pertanian
buah-buahan) 3. Pertambangan
3. Jasa (Restoran,
Akomodasi Perhotelan)
4. Industri
5. Peternakan
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Nama Prioritas Potensi
N P i lan Wilayah
o Provinsi otensi Unggulan Wilayal O o
15  Provinsi 1. Pertanian (Sayur dan 1. Industri
Jawa Timur buah-buahan) 2. Pertanian
2. Industri Pengolahan 3. Jasa
3. Jasa (Restoran, Kemasyarakatan

Akomodasi Perhotelan)
4. Perkebunan (Coklat,
Kakao)
5. Peternakan (Sapi,
Kerbau)

—_

16  Provinsi 1. Perdagangan .Perdagangan
Banten 2. Industri (Semen, Industri
Pertambangan dll) 3. Jasa
3. Jasa (Restoran,
Akomodasi Perhotelan)
Perkebunan
Peternakan
Pertanian

N

—_

17  Provinsi
Bali

Jasa Pariwisata Perdagangan
Industri Pengolahan 2. Jasa
Pertanian Kesenian
Perdagangan

Perkebunan

Jasa Boga

Seni Kriya

Energi dan

Pertambangan

©No ok~ ON OO A
w

Dst.

Interpretasi dari Tabel 2.1 dapat dipaparkan sebagai berikut.

> Interpretasi hasil analisis pada provinsi Aceh memiliki 6 potensi
unggulan wilayah, diantaranya pertanian (tanaman pangan dan buah-
buahan), jasa kemasyarakatan (usaha restoran, akomodasi perhotelan
dan jasa bidang keteknikan), perkebunan (coklat & kakao), peternakan

(sapi, kerbau, unggas), perikanan tangkap dan industri besar
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(pertambangan dan industri semen). Setelah dilakukan sinkronisasi,
didapatkan 3 prioritas potensi unggulan yaitu jasa kemasyarakatan,
meliputi jasa boga, pariwisata dan akomodasi perhotelan yang banyak
tersebar di provinsi aceh, pertanian tanaman pangan yang meliputi
yaitu jagung, ubi-ubian, ketela dan tanaman pokok padi dan palawija,
industri pengelolaan hasil tanaman pangan, dan beberapa industri.
Interpretasi hasil analisis pada Sumatera Utara memiliki 4 potensi
unggulan wilayah, diantaranya pertanian, perikanan, peternakan dan
kehutanan, manufaktur dan perkebunan. Setelah dilakukan
sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan, jasa, meliputi
pariwisata dan akomodasi perhotelan, agribisnis dan agroteknologi
dalam bidang pengolahan hasil pertanian, industri manufaktur yang
banyak tersebar di provinsi Sumatera Utara.

Interpretasi hasil analisis pada Sumatera Barat memiliki 4 potensi
unggulan wilayah, diantaranya pertanian (kelapa, kakao, gambir,
cengkeh, kelapa sawit,nilam, lada dan kopi), industri, jasa akomodasi
dan perkebunan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas
potensi unggulan provinsi Sumatera Barat yaitu pertanian, jasa
(restoran dan pariwisata) dan industri kreatif.

Interpretasi hasil analisis pada Riau memiliki 4 potensi unggulan
wilayah, diantaranya pertanian (sayur dan buah-buahan), industri
(semen dan pertambangan), jasa restoran, perkebunan. Setelah
dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan
provinsi Riau yaitu pertanian, jasa (restoran dan pariwisata) dan
industri kreatif.

Interpretasi hasil analisis pada Jambi memiliki 4 potensi unggulan
wilayah, diantaranya .perkebunan, jasa, perikanan, industri, pertanian

dan pertambangan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3
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prioritas potensi unggulan provinsi Jambi vyaitu perdagangan,
perkebunan, jasa.

> Interpretasi hasil analisis pada Sumatera Selatan memiliki 4 potensi
unggulan wilayah, diantaranya pertambangan, perkebunan, industri,
pertanian, pertambangan dan perekebunan. Setelah dilakukan
sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi
Sumatera Selatan yaitu .pertanian, jasa, industri.

> Interpretasi hasil analisis pada Bengkulu memiliki 5 potensi unggulan
wilayah, diantaranya pertanian, manufaktur, jasa, perkebunan dan
peternakan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas
potensi unggulan provinsi Bengkulu yaitu jasa, pertanian, manufaktur

> Interpretasi hasil analisis pada Lampung memiliki 5 potensi unggulan
wilayah, diantaranya pertanian, Industri oleh-oleh, jasa, peternkan dan
perikanan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas
potensi unggulan provinsi Lampung yaitu pertanian, jasa, perdagangan.

> Interpretasi hasil analisis pada kepulauan Bangka Belitung memiliki 5
potensi unggulan wilayah, diantaranya pertambangan, industri, jasa,
perkebunan dan pertanian. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan
3 prioritas potensi unggulan provinsi Bangka Belitung yaitu jasa,
pertambngan, pertanian.

> Interpretasi hasil analisis Dinas pada Kepulauan Riau memiliki 7
potensi, diantaranya .jasa, pertambangan, pertanian, industri, pertanian,
perkebunan dan peternakan. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan
3 prioritas potensi unggulan provinsi Kepulauan Riau: jasa, industri,
pertanian.

> Interpretasi hasil analisis pada DKI Jakarta memiliki 7 potensi,
diantaranya .industri, jasa, perdagangan, konstruksi, pertanian,

pertambangan dan perikanan. Setelah dilakukan sinkronisasi

PANDUAN SINKRONISASI BIDANG KEAHLIAN DI SMK DENGAN PRIORITAS POTENSI UNGGULAN WILAYAH DAN TENAGA KERJA



didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi DKI Jakarta:
perdagangan (perdagangan besar maupun kecil), jasa, industri.
Interpretasi hasil analisis pada Jawa Barat memiliki 6 potensi,
diantaranya .pertanian, industri pengolahan, jasa, perkebunan,
peternakan, perikanan tangkap. Setelah dilakukan sinkronisasi
didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Jawa Barat:
perdagangan (perdagangan besar maupun kecil), industri, jasa.
Interpretasi hasil analisis pada Jawa Tengah memiliki 6 potensi,
diantaranya .pertanian, industri pengolahan, jasa, perkebunan,
peternakan, perikanan tangkap. Setelah dilakukan sinkronisasi
didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Jawa Tengah:
.pertanian, industri, jasa kemasyarakatan.

Interpretasi hasil analisis pada DI Yogyakarta memiliki 5 potensi,
diantaranya .perkebunan, pertanian, jasa, industri dan peternakan.
Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan
provinsi DI Yogyakarta: perdagangan, pertanian, pertambangan.
Interpretasi hasil analisis pada Jawa Timur memiliki 5 potensi,
diantaranya .pertanian, industri pengolahan, jasa, perkebunan dan
peternakan. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas
potensi unggulan provinsi Jawa Timur: industri, pertanian.

Interpretasi hasil analisis pada Banten memiliki 6 potensi, diantaranya
.perdagangan, industri, jasa, perkebunan, peternakan dan pertanian.
Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan
provinsi Banten: perdagangan, industri, jasa.

Interpretasi hasil analisis pada Bali memiliki 8 potensi, diantaranya jasa,
industri, pertanian, perdagangan, perkebunan, jasa boga, seni kriya dan
Energi dan Pertambangan. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3

prioritas potensi unggulan provinsi Bali: perdagangan, jasa, kesenian.
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2 Landscape Prioritas Tenaga Kerja

Perkembangan fenomena terbaru memandang tenaga kerja
bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau
aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah
baru di luar HR (Human Resources), yaitu HC (Human Capital). Tenaga kerja
merupakan besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan
dalam proses ekonomi. Dalam data dari statistik Indonesia, tenaga kerja
diartikan sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun
atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Tenaga
kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berada pada usia kerja, yaitu
berumur 15-64 tahun yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun masyarakat. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau
wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari beberapa
pengertian di atas, dapat simpulkan bahwa tenaga kerja (manpower)
adalah seluruh penduduk berusia 15-64 tahun yang dapat menghasilkan
barang dan jasa yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi demi
memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat dalam suatu sistem
ekonomi.

Ragam tenaga kerja di Indonesia yang begitu besar membuat
fokus peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia tidak dapat berjalan
dengan pesat. Selain itu, penyebaran wilayah kerja lebih pada penyebaran
tenaga kerja secara geografis, yang di dorong karena suatu alasan,
terutama alasan akan kesempatan dan peluang kerja yang ada, khususnya
di dalam wilayah geografis Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan warga

Indonesia yang pesat, hal ini menimbulkan suatu permasalahan baru pada
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jumlah tenaga kerja akan kebutuhan suatu pekerjaan demi melangsungkan
kehidupannya. Hal ini pun mendorong masyarakat kita terutama para
pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang layak demi menjamin
kehidupan “si tenaga kerja”, maupun menjamin orang lain yang menjadi
tanggungannya. Keterbatasan lahan pekerjaan di suatu wilayah
menyebabkan para pencari kerja mengalami kesulitan dalam mendapatkan
mata penghasilan. Namun jika melihat potensi daerah lain, maka biasanya
para pencari kerja akan “hijrah” guna mencari peruntungan di wilayah yang
lain.

Di sisi lain, hal itu yang terjadi pada para pencari kerja di Pulau
Jawa yang dinilai sudah padat akan penduduk untuk mencari kesempatan
kerja di daerah-daerah yang dinilai masih sedikit jumlah penduduknya,
namun memiliki potensi yang besar, seperti contoh pulau Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan hal ini pulalah yang mendorong
adanya kegiatan transmigrasi. Menyikapi hal itu maka sangat penting
untuk menentukan prioritas tenaga kerja di Indonesia. Screenshot prioritas

tenaga kerja di Indonesia disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Screenshot Prioritas Tenaga Kerja di Indonesia

No. Provinsi .
vinst Tenaga Kerja
1 Kepulauan Riau Prioritas:
Pertanian
Industri
Jasa-jasa
2 DKI Jakarta Prioritas:

Perdagangan, Rumah Makan dan
Jasa Akomodasi

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan
Perorangan

Industri Pengolahan
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No. Provinsi

Tenaga Kerja

3 Jawa Barat

Prioritas:

Perdagangan, Rumah Makan dan
Hotel

Industri Pengolahan

Jasa Kemasyarakatan

4 Jawa Tengah Prioritas:
Pertanian
Perdagangan
Industri

5 DI Yogyakarta Prioritas:

Perdagangan, Rumah Makan dan
Jasa Akomodasi

Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan

Jasa Kemasyarakatan

6 Jawa Timur

Prioritas:
Industri
Pertanian
Jasa

7 Banten

Prioritas

Perdagangan, Rumah Makan dan
Jasa Akomodasi

Industri

Jasa Kemasyarakatan

8 Bali

Prioritas:
Perdagangan
Pertanian
Jasa

9 Nusa Tenggara Barat

Prioritas:
Pertanian
Perdagangan
Jasa

10  Nusa Tenggara Timur

Prioritas:

Pertanian

Jasa Kemasyarakatan
Perdagangan
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No.

Provinsi

Tenaga Kerja

11

Kalimantan Barat

Prioritas:
Pertanian
Jasa-jasa
Manufaktur

12

Kalimantan Tengah

Prioritas:

Pertanian
Perdagangan

Jasa Kemasyarakatan

13

Kalimantan Selatan

Prioritas:
Jasa
Pertanian
Industri

14

Kalimantan Timur

Prioritas:

Perdagangan, Rumah Makan dan
Jasa Akomodasi

Jasa kemasyarakatan

Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan

Dst.

3 Landscape Prioritas Bidang Keahlian di SMK

Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari pendidikan yang

mempunyai tugas utama untuk mempersiapkan siswa dalam bekerja.

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk bekerja dimana seseorang

mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan atau cocok seperti harapan

masyarakat pada umumnya. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan

jenis dan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia di lapangan kerja, baik

bekerja mandiri atau berwirausaha maupun bekerja pada industri. Hal

inilah yang menjadi menjadikan ragam bidang keahlian SMK harus

berorientasi terhadap jenis-jenis bidang pekerjaan atau keahlian yang
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berkembang dan dibutuhkan oleh DU/DI. Penyesuaian pada jenis-jenis
bidang keahlian tersebut dikenal dengan sebutan Spektrum Keahlian
Pendidikan Menengah Kejuruan. Spektrum sebagaimana dimaksud
merupakan acuan dalam pembukuan dan penyelenggaraan
bidang/program/paket keahlian pada SMK menurut keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan
Menengah Kejuruan.

Jenis-jenis program pendidikan pada SMK/MAK disebut spektrum
keahlian, karena jurusan-jurusan yang dikembangkan di SMK/MAK
bentuknya adalah keahlian-keahlian atau jabatan-jabatan pekerjaan (job
titles) yang ada dan berkembang di dunia kerja, jadi bukan didasarkan atas
disiplin keilmuan. Suatu keahlian atau jabatan pekerjaan (job title) dapat
merupakan hasil pemfusian dari sejumlah disiplin keilmuan. Hal ini dapat
diacukan pada pengertian kompetensi sebagaimana disampaikan oleh
Earnest dan de Melo (2001), yakni as a statement which describes the
integrated demonstration of acluster of related skills and attitudes that are
observable and measurable necessary to performa job independently
atapres-cribed proficiency level. Pernyataan tersebut menyatakan dengan
jelas bahwa suatu kompetensi dapat didefinisikan sebagai demonstrasi
terintegrasi sekelompok keterampilan, yakni keterampilan kognitif dan
keterampilan teknikal, dan sikap yang teramati dan terukur untuk
melakukan pekerjaan tertentu pada level tertentu.

Spektrum Keahlian yang saat ini berlaku adalah berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Dikbud
Nomor 8275/D5.3/KR/2016, Spektrum Keahlian PMK terdiri atas 9
(sembilan) Bidang Keahlian, 48 Program Keahlian, dan 142 Paket Keahlian

sebagaimana dapat ditelaah pada Tabel 2.3 sebagai berikut.
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Tabel 2.3. Rekapitulasi Daftar Program Keahlian Pendidikan Menengah

Kejuruan
. . Program Paket
Bidang Keahlian Keahlian Keahlian
1. Teknologi dan Rekayasa 13 58
2. Teknik Informasi dan 9 6
Komunikasi
3. Kesehatan dan Pekerjaan 5 .
Sosial
4. Agribisnis dan
. 6 20
Agroteknologi
5. Kemaritiman 4 10
6. Bisnis dan Manajemen 3 5
7. Pariwisata 4 8
8. Energi dan Pertambangan 3 6
9. Seni dan Industri Kreatif 8 22
JUMLAH 48 142

Spektrum Keahlian tersebut merupakan acuan bagi sekolah
(SMK/MAK) untuk membuka dan mengembangkan program pendidikan.
Sekolah hanya boleh membuka atau menyeleng-garakan program
pendidikan sesuai dengan spektrum keahlian yang berlaku. Pada masing-
masing bidang keahlian tersebut memuat program keahlian dan

kompetensi keahlian. Ragam bidang keahlian tersebut seharusnya ditata
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dan dikontrol sesuai dengan prioritas potensi unggulan wilayahnya.

Selanjutnya, contoh screenshot prioritas ragam bidang keahlian SMK

disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Screenshot Contoh Kesesuaian Prioritas Ragam Bidang
Keahlian SMK

Prioritas
Unggulan

N Nama
0. Provinsi

Ragan Bidang Keahlian di SMK
dengan Prioritas Unggulan Wilayah

Sesuai Kurang Sesuai
1  Provinsi e Pertamban 1.Energi dan 1. Teknologi
Kalimanta gan Pertamban Informasi dan
n Barat * Jasa gan Komunikasi
e Perikanan (53Bidang 2. Kesehatan dan
Keahlian) Pekerjaan Sosial
2.Pariwisata 3. Agribisnis dan
(16 Bidang Agroteknologi
Keahlian) 4. Bisnis dan
3.Kemaritima Manajemen
n 5. Seni dan Industri
(13 Bidang Kreatif
Keahlian) 6. Teknologi dan
Rekayasa
2 Provinsi o Pertanian 1. Agribisnis 1. Teknologi
Kalimanta © Industri dan Informasi dan
nTengah ° Perdagang Agroteknol Komunikasi
an ogi 2.Kesehatan dan
(78 Bidang Pekerjaan Sosial
Keahlian) 3. Kemaritiman
2. Teknologi 4. Pariwisata
dan 5.Seni dan Industri
Rekayasa Kreatif
(45 Bidang 6. Energi dan
Keahlian) Pertambangan
3. Bisnis dan
Manajemn
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N Nama Prioritas Ragan Bidang Keahlian di SMK
o. Provinsi Unggulan dengan Prioritas Unggulan Wilayah
Sesuai Kurang Sesuai
(41 Bidang
Keahlian)
3 Provinsi ¢ Pertanian 1. Agribisnis 1. Teknologi
Kalimanta © Jasa dan Informasi dan
n Selatan © Industri Agroteknol Komunikasi
ogi 2.Kesehatan dan
(26 Bidang Pekerjaan Sosial
Keahlian) 3. Kemaritiman

2.Pariwisata  4.Bisnis dan
(18 Bidang Manajemen

Keahlian) 5. Seni dan Industri
3.Teknologi Kreatif
dan 6. Energi dan
Rekayasa Pertambangan
(13 Bidang
Keahlian)
4 Provinsi e Pertanian 1. Agribisnis 1. Teknologi
Kalimanta ©® Perdagang dan Informasi dan
n Timur an ) Agroteknol Komunikasi
* Industri ogi 2.Kesehatan dan
(44 Bidang Pekerjaan Sosial
Keahlian) 3. Kemaritiman

2.Bisnisdan  4.Pariwisata
Manajemen 5.Seni dan Industri
(107 Kreatif
Bidang 6.Energi dan
Keahlian) Pertambangan

3.Teknologi
dan
Rekayasa
(3 Bidang
Keahlian)
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Prioritas
Unggulan

N Nama
0. Provinsi

Ragan Bidang Keahlian di SMK
dengan Prioritas Unggulan Wilayah

Sesuai Kurang Sesuai

5  Provinsi e Pertamban 1.Energi dan 1. Teknologi
Kalimanta gan Pertamban Informasi dan
n Utara e Perikanan gan Komunikasi

* Kehutanan (7 Bidang 2.Kesehatan dan

Keahlian) Pekerjaan Sosial

2. Agribisnis 3.Bisnis dan
dan Manajemen
Agroteknol 4. Pariwisata
ogi 5. Seni dan Industri
(12 Bidang Kreatif
Keahlian) 6. Teknologi dan

3. Kemaritima Rekayasa
n
(4 Bidang
Keahlian)

6  Provinsi o Perikanan 1.Kemaritima  1.Teknologi
Sulawesi  * Pertanian n Informasi dan
Utara * Pertamban (19 Bidang Komunikasi

gan Keahlian) 2.Kesehatan dan

2. Agribisnis Pekerjaan Sosial
dan 3. Bisnis dan
Agroteknol Manajemen
ogi 4. Pariwisata
(24 Bidang 5. Seni dan Industri
Keahlian) Kreatif

3.Energi dan 6. Teknologi dan
Pertamban Rekayasa
gan
(72 Bidang
Keahlian)
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Prioritas
Unggulan

Ragan Bidang Keahlian di SMK
dengan Prioritas Unggulan Wilayah

N Nama
0. Provinsi

Sesuai Kurang Sesuai

7  Provinsi ¢ Pertanian 1. Agribisnis 1. Teknologi dan
Sulawesi ~ *® Jasa dan Rekayasa
Tengah * Perdagang Agroteknol 2. Teknologi

an ogi Informasi dan

(73 Bidang Komunikasi
Keahlian) 3.Kesehatan dan

2. Pariwisata Pekerjaan Sosial
(20 Bidang 4. Kemaritiman
Keahlian) 5.Seni dan Industri

3.Bisnis dan Kreatif
Manajemen 6. Energidan
(73 Bidang Pertambangan
Keahlian)

8  Provinsi e Perkebuna 1.Agribisnis 1. Teknologi dan
Sulawesi n dan Rekayasa
Selatan * Perikanan Agroteknol 2. Teknologi

* Perdagang ogi Informasi dan
an (69 Bidang Komunikasi
Keahlian) 3.Kesehatan dan

2.Kemaritima
n

Pekerjaan Sosial
4. Pariwisata

(38 Bidang 5. Seni dan Industri

Keahlian) Kreatif
3.Bisnisdan  6.Energidan

Manajemen Pertambangan

(142

Bidang

Keahlian)
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Prioritas
Unggulan

N Nama
0. Provinsi

Ragan Bidang Keahlian di SMK
dengan Prioritas Unggulan Wilayah

Sesuai Kurang Sesuai
9  Provinsi ¢ Pertanian 1. Agribisnis 1. Teknologi
Sulawesi ~ *® Jasa dan Informasi dan
Tenggara ° Pertamban Agroteknol Komunikasi
gan ogi 2.Kesehatan dan
(49 Bidang Pekerjaan Sosial
Keahlian) 3. Kemaritiman
2.Pariwisata 4. Bisnis dan
(2 Bidang Manajemen
Keahlian) 5.Seni dan Industri
3.Energi dan Kreatif
Pertamban 6. Teknologi dan
gan Rekayasa
(55 Bidang
Keahlian)
1 Provinsi e Pertanian 1. Agribisnis 1. Teknologi dan
0 Gorontalo © Jasa dan Rekayasa
* Perdagang Agroteknol 2. Teknologi
an ogi Informasi dan
(30 Bidang Komunikasi
Keahlian) 3.Kesehatan dan
2. Pariwisata Pekerjaan Sosial
(10 Bidang  4.Kemaritiman
Keahlian) 5.Seni dan Industri
3.Bisnis dan Kreatif
Manajemen 6. Energi dan
(21 Bidang Pertambangan
Keahlian)
1  Provinsi ¢ Pertanian 1. Agribisnis 1. Teknologi dan
1 Sulawesi ¢ Perdagang dan Rekayasa
Barat an Agroteknol 2. Teknologi
e Jasa ogi Informasi dan
(52 Bidang Komunikasi
Keahlian) 3.Kesehatan dan
2. Bisnis dan Pekerjaan Sosial
Manajemen 4.Kemaritiman
(44 Bidang 5. Seni dan Industri
Keahlian) Kreatif
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N Nama Prioritas Ragan Bidang Keahlian di SMK
o. Provinsi Unggulan dengan Prioritas Unggulan Wilayah
Sesuai Kurang Sesuai
3. Pariwisata 6. Energi dan
(17 Bidang Pertambangan
Keahlian)
1 Provinsi ¢ Pertanian 1. Agribisni 1. Teknologi
2 Maluku e Jasa s dan Informasi dan
e Pertamban Agrotekn Komunikasi
gan ologi 2. Kesehatan dan
2. (52 Pekerjaan
Bidang Sosial
Keahlian) 3. Kemaritiman
3. Pariwisat 4. Bisnisdan
a Manajemen
4. (9Bidang 5. Senidan
Keahlian) Industri Kreatif
5. Energi 6. Teknologi dan
dan Rekayasa
Pertamba
ngan
6. (18
Bidang
Keahlian)
1 Provinsi e Pertamban 1.Energidan 1.Teknologi
3 Maluku gan Pertamban Informasi dan
Utara e Pertanian gan Komunikasi
e Jasa (27 Bidang  2.Kesehatan dan
Keahlian) Pekerjaan Sosial
2.Pariwisata  3.Kemaritiman
(6 Bidang 4. Bisnis dan
Keahlian) Manajemen
3. Agribisnis 5.Seni dan Industri
dan Kreatif
Agroteknol  6.Energidan
ogi Pertambangan
(39 Bidang
Keahlian)
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N Nama Prioritas Ragan Bidang Keahlian di SMK
o. Provinsi Unggulan dengan Prioritas Unggulan Wilayah
Sesuai Kurang Sesuai
1 Provinsi e Pertamban 1.Energi dan 1. Teknologi
4 Papua gan Pertamban Informasi dan
Barat * Industri gan Komunikasi
* Perkebuna (18 Bidang  2.Kesehatan dan
n Keahlian) Pekerjaan Sosial

2.Bisnis dan 3.Kemaritiman
Manajemen 4. Pariwisata
(21 Bidang 5. Seni dan Industri
Keahlian) Kreatif

3. Agribisnis 6. Teknologi dan
dan Rekayasa
Agroteknol
ogi
(13 Bidang
Keahlian)

Dst.

Pada provinsi Kalimantan Barat, prioritas unggulannya yaitu
pertambangan, jasa dan perikanan. Total bidang keahlian yang sesuai
dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 82 bidang keahlian. Ragam
bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah
yaitu Energi dan Pertambangan (53 Bidang Keahlian), Pariwisata (16
Bidang Keahlian), Kemaritiman (13 Bidang Keahlian). Ragam bidang
keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak
286 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Agribisnis dan Agroteknologi, Bisnis dan
Manajemen, Seni dan Industri kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Kalimantan Tengah, prioritas unggulannya yaitu
Pertanian, Industri, dan perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai

dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 164 bidang keahlian. Ragam
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bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah
yaituAgribisnis dan Agroteknologi (78 Bidang Keahlian), Teknologi dan
Rekayasa (45 Bidang Keahlian), Bisnis dan Manajemen (41 Bidang
Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas
unggulan wilayah sebanyak 101 bidang keahlian, diantaranya Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman,
Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Kalimantan Selatan, prioritas unggulannya yaitu
Pertanian, jasa dan industri. Total bidang keahlian yang sesuai dengan
prioritas unggulan wilayah sebanyak 164 bidang keahlian. Ragam bidang
keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah yaitu
Agribisnis dan Agroteknologi (26 Bidang Keahlian), Pariwisata (18 Bidang
Keahlian), Teknologi dan Rekayasa (13 Bidang Keahlian). Ragam bidang
keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak
114 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Seni
dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Kalimantan Timur, prioritas unggulannya yaitu
Pertanian, perdagangan dan industri. Total bidang keahlian yang sesuai
dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 154 bidang keahlian. Ragam
bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah
yaitu Agribisnis dan Agroteknologi (44 Bidang Keahlian), Bisnis dan
Manajemen (107 Bidang Keahlian) dan Teknologi dan Rekayasa (3 Bidang
Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas
unggulan wilayah sebanyak 288 bidang keahlian, diantaranya Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman,
Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Kalimantan Utara, prioritas unggulannya yaitu

Pertambangan, perikanan dan kehutanan. Total bidang keahlian yang
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sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 23 bidang keahlian.
Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan
wilayah Energi dan Pertambangan (7 Bidang Keahlian), Agribisnis dan
Agroteknologi (12 Bidang Keahlian), Kemaritiman (4 Bidang Keahlian).
Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan
wilayah sebanyak 30 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen,
Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Sulawesi Utara, prioritas unggulannya vyaitu
Perikanan, Pertanian dan Pertambangan. Total bidang keahlian yang
sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 115 bidang keahlian.
Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan
wilayah Kemaritiman (19 Bidang Keahlian), Agribisnis dan Agroteknologi
(24 Bidang Keahlian), Energi dan Pertambangan (72 Bidang Keahlian).
Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan
wilayah sebanyak 366 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi
dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen,
Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Sulawesi Tengah, prioritas unggulannya yaitu
Pertanian, Jasa dan Perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai
dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 166 bidang keahlian. Ragam
bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah
Agribisnis dan Agroteknologi (73 Bidang Keahlian), Pariwisata (20 Bidang
Keahlian) dan Bisnis dan Manajemen (73 Bidang Keahlian). Ragam bidang
keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak
226 bidang keahlian, diantaranya Teknologi dan Rekayasa, Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman,

Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.
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Pada provinsi Sulawesi Selatan, prioritas unggulannya yaitu
Perkebunan, Perikanan dan Perdagangan. Total bidang keahlian yang
sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 249 bidang keahlian.
Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan
wilayah Agribisnis dan Agroteknologi (69 Bidang Keahlian), Kemaritiman
(38 Bidang Keahlian), Bisnis dan manajemen (142 Bidang Keahlian).
Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan
wilayah sebanyak 226 bidang keahlian, diantaranya Teknologi dan
Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan
Sosial, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Sulawesi Tenggara, prioritas unggulannya yaitu
Pertanian, Jasa dan Pertambangan. Total bidang keahlian yang sesuai
dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 117 bidang keahlian. Ragam
bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah
Agribisnis dan Agroteknologi (49 Bidang Keahlian), Pariwisata (2 Bidang
Keahlian), Energi dan Pertambangan (55 Bidang Keahlian). Ragam bidang
keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak
129 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Seni
dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Gorontalo, prioritas unggulannya yaitu Pertanian,
Jasa dan Perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas
unggulan wilayah sebanyak 61 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di
SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan
Agroteknologi (30 Bidang Keahlian), Pariwisata (10 Bidang Keabhlian),
Bisnis dan Manajemen (21 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang
tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 68 bidang

keahlian, diantaranya Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan
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Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Seni dan

Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Sulawesi Barat, prioritas unggulannya yaitu
Pertanian, Jasa dan Perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai
dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 113 bidang keahlian. Ragam
bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah
Agribisnis dan Agroteknologi (52 Bidang Keahlian), Pariwisata (17 Bidang
Keahlian), Bisnis dan Manajemen (44 Bidang Keahlian). Ragam bidang
keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak
155 bidang keahlian, diantaranya Teknologi dan Rekayasa, Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman,

Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Maluku, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, Jasa
dan Pertambangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas
unggulan wilayah sebanyak 79 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di
SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan
Agroteknologi (52 Bidang Keahlian), Pariwisata (9 Bidang Keahlian), Energi
dan Pertambangan (18 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang
tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 126 bidang
keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan
Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Seni dan Industri

Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Maluku Utara, prioritas unggulannya yaitu Pertanian,
Jasa dan Pertambangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas
unggulan wilayah sebanyak 72 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di
SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan

Agroteknologi (27 Bidang Keahlian), Pariwisata (6 Bidang Keahlian), Energi
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dan Pertambangan (39 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak
sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 126 bidang keahlian,
diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan
Sosial, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Seni dan Industri Kreatif,

Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Papua Barat, prioritas unggulannya yaitu
Pertambangan, Pertanian dan Jasa. Total bidang keahlian yang sesuai
dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 52 bidang keahlian. Ragam
bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah
Energi dan Pertambangan (18 Bidang Keahlian), Bisnis dan Manajemen (21
Bidang Keahlian), Agribisnis dan Agroteknologi (13 Bidang Keahlian).
Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan
wilayah sebanyak 43 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman,

Pariwisata,Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pengertian dan Sasaran Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK
1 Pengertian Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Program Sinkronisasi SMK merupakan program yang dirancang
untuk mengubungkan dan mementingkan peta potensi wilayah dengan
bidang keahlian di SMK. Pemerintah sebenarnya mulai menata
kelembagaan SMK meliputi program kejuruan yang di buka dan pemilihan
lokasi SMK yang disesuaikan dengan peta kebutuhan tenaga kerja melalui
Dinas Tenaga Kerja. Permasalahan umum yang terjadi adalah masih
maraknya SMK yang membuka bidang keahlian diluar potensi unggulan,
karena masih mengedapankan trend dan asumsi masyarakat terhadap
bidang keahlian “IT Based”. Program sinkronisasi bidang keahlian SMK
bertujuan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, kebijakan dalam

Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah
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Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing
Sumber Daya Manusia di Indonesia. Inpres tersebut dikeluarkan pada
tanggal 9 September 2016 di Jakarta ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet
Kerja yang menginstruksikan agar (1) mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk
merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber
daya manusia; (2) menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan
SMK sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan
berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK; dan (3) mempercepat
sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik, dan tenaga pendidik
SMK serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga
sertifikasi profesi pihak pertama dan menginstruksikan secara khusus
kepada gubernur untuk melakukan penataan kelembagaan SMK yang
meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK, mengembangkan
SMK unggulan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
mendapat layanan pendidikan SMK sesuai dengan potensi wilayahnya
masing-masing.

Program sinkronisasi inilah yang menjadi muara terciptanya tujuan
luhur yang tertuang pada Inpres No 9 Tahun 2016, dengan memfokuskan
pada point 4 pada Gambar 2.1 SMK diharapkan mampu menjadi mercusuar
dan percontohan bahwa pembelajaran di SMK pasti sesuai dengan
lapangan pekerjaan yang tersebar dalam lingkup kemasyarakatan.
Program sinkronisasi bidang keahlian bukan saja memfokuskan pada
bidang keahlian namun juga mencakup lapangan pekerjaan yang ada di
wilayah tersebut, kemudian di analisis secara komparatif bersama data
Bappeda dan Dinas Pendidikan untuk menemukan kesimpulan bahwa
suatu daerah perlu membangun bidang keahlian yang sesuai dengan

potensi unggulan wilayah.
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Gambar 2.1 Skema Inpres No.9/2016

2 Sasaran Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Sasaran program sinkronisasi adalah sekolah yang memiliki
bidang keahlian yang tidak sesuai dengan potensi peta unggulan wilayah,
ketidaksesuaian tersebut dilihat dari potensi unggulan wilayah yang
disinkronisasikan dengan sebaran bidang keahlian di setiap provinsi di
Indonesia. Benang merah yang dijadikan headline topic adalah SMK yang
dibangun harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi potensi daerah baik
dari segi tempat dan waktu pelaksanaannya yang mengikuti
perkembangan teknologi dan kemajuan industri maupun latar belakang
para siswa SMK yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda baik
segi material maupun non material. Penyesuain tersebut bukan hanya
berfokus pada pembangunan SMK, namun SMK vyang dibangun,
jurusannya harus menyesuaikan dengan potensi daerah, materi atau mata

pelajaran yang diajarkan pada jurusan harus sesuai dengan potensi daerah
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dan kemajuan teknologi serta kebutuhan industri, program yang dibuat
harus berdasarkan pada pengembangan potensi daerah, kebutuhan
masyarakat sekitar, serta kemampuan siswa SMK itu sendiri, serta
dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah dan Industri dalam
menyiapkan para siswa untuk dapat magang sesuai jurusannya.

Secara esensial, sasaran pada program sinkronisasi bidang
keahlian di SMK vyaitu terlaksananya pengkajian peta unggulan wilayah

provinsi di Indonesia, secara khusus sasaran penelitian ini yaitu:

1. Terpetakan potensi unggulan wilayah di Indonesia sebagai acuan
pengembangan/sinkronisasi bidang keahlian di SMK

2. Peningkatan relevansi bidang keahlian dan kualitas pendidikan SMK
berdasarkan prioritas potensi unggulan wilayah di Indonesia.

3. Hasil kajian tentang potensi unggulan wilayah sebagai landasan
akademis sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan
pengembangan program bidang keahlian di Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan.

Sasaran program sinkronisasi berdasarkan data awal jumlah dan
ragam bidang keahlian di wilayah provinsi seluruh indonesia yang dapat
dilihat persentase maupun relevansi bidang keahlian, potensi wilayah,
lapangan pekerjaan, dan jumlah SMK dalam 1 Provinsi, lebih lengkap dapat
dilihat pada Tabel 2.5. Program sinkronisasi tidak hanya menargetkan
lingkup provinsi, namun menargetkan dari pusat sampai tingkat kota
maupun kabupaten.

Sasarannya sangat jelas yakni SMK yang memiliki Bidang keahlian
yang tidak relevan dengan potensi unggulan wilayah. Instrumen penilaian

sasaran program sinkronisasi disajikan pada tabel 2.5.
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Tabel 2.5 Instrumentasi Penilaian Sasaran Sinkronisasi

No Nama Bidang Potensi Lapangan Jumlah
SMK Keahlian Wilayah Pekerjaan SMK
1 SMK
Nawa
Cinta
2 Dst.
% % % %
Relevansi Relevansi Relevansi Relevansi
1) ) @) (4)

B. Kerangka Acuan Pelaksanaan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di
SMK

1 Acuan Penyelenggaraan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK
Kebutuhan meningkatkan daya saing lulusan SMK menjadi
kebutuhan nasional untuk meningkatkan produktifitas nasional. Fakta
yang ada menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja nasional Indonesia
yang masih rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN maupun di
negara-negara anggota OECD. Kualitas lulusan SMK masih di bawah
standar daya saing tenaga kerja internasional. Oleh karena itu diperlukan
tindakan-tindakan strategis dan kreatif agar peningkatan kualitas lulusan
SMK dicapai secdara efektif dan efisien. Program pengembangan daya
saing lulusan SMK harus didasarkan atas pemetaan potensi dan analisis

yang mendalam dan komprehensif terhadap potensi unggulan wilayah.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah
sangat luas dengan keanekaragaman geografis, budaya, dan sumber daya
manusia maupun kekayaan alam sangat besar. Oleh karena itu diperlukan
pemetaan landscape potensi masing-masing wilayah sebagai basis

keunggulan. Pada sisi lain potensi geografis, budaya dan sumber daya
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unggul tersebut belum didukung penuh oleh ketersediaan industri yang
akan menyerap lulusan SMK. Sebagian besar industri yang ada masih
terkonsentrasi wilayah Indonesia bagian barat khususnya di Pulau Jawa.
Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dan sinkronisasi program agar

setiap potensi yang dimiliki wilayah dapat dikembangkan secara optimal.

Eksisting peta kompetensi yang dikembangkan di SMK
menunjukkan masih terbatas pada bidang-bidang (spectrum) yang
ditetapkan kementerian pendidikan nasional dalam hal ini Direktorat
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK). Persoalannya
adalah konsentrasi keahlian dan sebaran kompetensi yang dikembangkan
belum mengacu pada potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu
diperlukan suatu program sinkronisasi pengembangan SMK berdasar pada
potensi unggulan wilayah. Potensi yangdimaksud mencakup unggulan
wilayahyang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan
Perencanaan Pembangunan Dearah (BAPPEDA), potensi SMK terutama
pada program keahlian bidang (spectrum), dan potensi industri yang ada di
satu wilayah. Sinkronisasi juga perlu melibatkan orang tua siswa sebagai
salah satu stakeholders SMK. Pengembangan program revitalisasi
landscape potensi unggulan wilayah dilaksanakan dengan melakukan
identifikasi, kajian, klasifikasi, dan pemetaan pada masing-masing provinsi.

Identifikasi. Pada langkah awal, pengembangan program dimulai
dari tahap indentifikasi. Identifikasi dilakukan melalui studi dokumentasi
hingga observasi fakta lapangan. Selain itu, tahap identifiaksi juga melalui
angket kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia (34 provinsi). Data
identifikasi dengan tingkat relevan dan kevalidan tinggi, diambil dari
instansi pemerintahan seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda
provinsi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Pengkajian dan Klasifikasi.

Tahapan selanjutnya yaitu pengkajian dan klasifikasi hasil identifikasi.
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Pada pengembangan tahap ini hasil identifikasi diklasifikasi berdasarkan
rumpun potensi unggulan sejenis. Kalsifikasi tersebut kemudian dianalisis
dan didapatkan hasil prioritas potensi unggulan wilayah di provinsi di
Indonesia. Pemetaan. Pada tahap ini, pemetaan sudah berdasarkan potensi
prioritas potensi unggulan. Prioritas potensi merupakan bagian dari
beberapa identifikasi potensi unggulan wilayah. Prioritas berdasarkan
kajian sinkronisasi dengan hasil data kajian dari masing-masing instansi
pemerintahan.

Proses sinkronisasi bidang keahlian di SMK merupakan suatu
bagian terpenting dalam pengembangan bidang keahlian di SMK. Pada
proses inilah hasil dari sinkronisasi di tentukan. Ketika proses ini berjalan
baik, maka baik juga hasil dari sinkronisasi tersebut. Langkah untuk
memaksimalkan proses sinkronisasi agar dapat mendapatkan hasil sesuai
dengan yang diharapkan maka diperlukanlah perencanaan pembelaran
terlebih dahulu. Di sisi lain. sebelum membuat perencanaan sinkronisasi,
terlebih dahulu perlu melakukan analisis kebutuhan terhadap pengguna
(Dinas Pendidikan Provinsi). Hal ini perlu dilakukan agar nantinya hasil data
yang diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi benar-benar suatu yang
dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Dijelaskan dalam ensiklopedia evaluasi yang disusun oleh
Anderson dan kawan-kawan, analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu
proses kebutuhan sekaligus menentukan prioritas. Need Assessment
(analisis kebutuhan) merupakan suatu cara atau metode untuk
mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan/seharusnya (should
be/ought to be) atau diharapkan dengan kondisi yang ada (what is). Kondisi
yang diinginkan seringkali disebut dengan kondisi ideal, sedangkan kondisi
yang ada, seringkali disebut dengan kondisi riil atau kondisi nyata. Analisis
kebutuhan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau

kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan
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dampak yang diinginkan, kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini
dalam skala prioritas lalu memilih hal yang paling penting untuk
diselesaikan masalahnya. Need Assessment dapat diterapkan pada
individu, kelompok atau lembaga (institusi). Ada beberapa hal yang
melekat pada pengertian dari need assessment. Pertama, need asessment
merupakan suatu proses artinya ada rangkaian kegiatan dalam
pelaksanaan need assessment. Need assessement bukanlah suatu hasil,
akan tetapi suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan
tertentu. Kedua, kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya merupakan
kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Need assessment (analisis
kebutuhan) pada kajian ini merupakan proses menganalisis data dalam
mengidentifikasi gap (kesenjangan) antara kondisi SMK saat ini dengan
kondisi SMK yang diharapkan sehingga dapat diperoleh data mengenai
kebutuhan SMK yang sesuai dengan prioritas potensi unggulan wilayah.
Informasi yang diperoleh selanjutnya dijadikan pondasi untuk melakukan
sinkronisasiBidang Keahlian Dengan Prioritas Potensi Unggulan Wilayah
Dan Prioritas Tenaga Kerja.
Keterfungsian Analisis Kebutuhan
Metode Need Assessment dibuat untuk bisa mengukur tingkat

kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang
diharapkan dan apa yang sudah didapat. Dalam pengukuran kesenjangan
seorang analisis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang
dihadapi.
Beberapa fungsi Need Assessment sebagai berikut:
e Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bidang keahlian di SMK

yang relevan dengan prioritas potensi unggulan wilayah, yaitu masalah

apa yang mempengaruhi pengembangan bidang keahlian di SMK
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¢ Mengidentifikasi prioritas potensi unggulan setiap wilayah provinsi di
Indonesia, yaitu potensi unggulan sesuai dengan komoditi utama
wilayah.

e Mengidentifikasi prioritas tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap
provinsi di Indonesia.

Langkah-langkah Analisis Kebutuhan

Glasgow menggambarkan need assessment dalam bentuk
kegiatan yang dimulai dari tahapan pengumpulan informasi sampai
merumuskan masalah. Sedangkan Morrison menggambarkan Need
assessment dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai
membuat laporan akhir.Analisis kebutuhan merupakan alat yang
konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Perubahan yang
didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang
dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan individu. Perubahan ini
menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan
mendekatkan jarak kesenjangan antara “seperti apa yang ada” dengan

“bagaimana seharusnya”. Tiga langkah penting yang dilakukan oleh guru

inovatif dalam menyiapkan rencana pembelajaran dengan memasukkan

unsur analisis kebutuhan yang disisipkan di antara pemilihan materi

dengan pemilihan strategi pembelajaran.

Tahap-Tahap Need Assessment
Analisis kebutuhan dilakukan secara bertahap,yaitu tahap persiapan,
pengumpulan data, analisis data dan interpretasi, deseminasi dan
pembuatan laporan.
1. Persiapan

e Mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang audien dan target

populasi.
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Mengklarifikasi tujuan analisis kebutuhan yaitu meliputi alasan
yang dinyatakan (stated reason) vyaitu antara lain seleksi
perseorangan atau group untuk berpartisipasi dalam program,
alokasi dana, dll. dan alasan yang tidak dinyatakan (unstated
reason).

Menetapkan cakupan dan tempat analisis kebutuhan.

Menentukan orang yang akan terlibat di dalam pelaksanaan analisis
kebutuhan yang meliputi keterlibatan anggota, menjalin komunikasi
dengan group tersebut sepanjang studi

Mengembangkan dan memperhatikan isu-isu politik yang urgen
yaitu meliputi pelibatan individu dan grup kunci dalam
lingkungannya, komunikasi secara terus-menerus, mengidentifikasi
dan pendekatan terhadap orang-orang yang berada dalam
lingkungan birokrasi.

Mengidentifikasi dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan yang
meliputi keadaan, program, biaya, kerangka konsep dan dasar

filosofi serta indicator keberhasilan.

2. Pengumpulan Data

Mengumpulkan sumber informasi yang relevan.
Menentukan sampel.

Menentukan prosedur pengumpulan data dan instrument
Menetapkan rencana implementasi dan prosedur observasi.

Mendokumentasi dan menyimpan informasi.

3. Analisis Data dan Interpretasi

Mereview dan memperbaharui informasi yang telah dikumpulkan.
Mereview informasi dengan grup yang relevan.

Melakukan analisis deskriptik sesuai dengan tipe informasi.
Menilai informasi yang tersedia.

Melakukan analisis.
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Deseminasi Hasil Analisis dan Pembuatan Laporan

Data yang telah dianalisis dipresentasikan dan dirumuskan dalam
bentuk kebijakan, sebagai rekomendasi. Hasil yang dipresentasikan dalam
forum seminar disebut dengan diseminasi hasil evaluasi, dengan peserta,
para perencana dan pelaksana program, pimpinan lembaga, pihak sponsor,
masyarakat yang terkena program dan stake holder.

Adapun standar yang digunakan untuk mereview dan
mengevaluasi rencana laporan berdasarkan Standar Evaluasi Analisis
Kebutuhan antara lain:

e Standar Kegunaan, yaitu meliputi antara lain: identifikasi audiens,
kredibilitas penilai, cakupan informasi, interpretasi penilaian, kejelasan
laporan, diseminasi laporan, jadwal laporan dan dampak dari evaluasi.

e Standar Feasibility (Kelayakan) yaitu meliputi prosedur praktis,
pengakuan secara politis dan efisiensi biaya.

e Standar Perilaku, yaitu meliputi kewajiban formal, konflik kepentingan,
keterbukaan kepada public, HAM, interaksi manusia, laporan secara
seimbang antara pusat, daerah, individual dan instansi, serta tanggung
jawab atas anggaran.

e Standar Akurasi/Ketepatan, yaitu meliputi identifikasi obyek, analisis
konteks, menggambarkan tujuan dan prosedur, kebenaran sumber
informasi, pengukuran yang valid dan reliable, control data secara
sistematis, analisis informasi kuantitatif, analisis data kualitatif,

kesimpulan secara adil dan laporan yang objektif.

2 Lembaga yang Terlibat dalam Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di
SMK

Sinkronisasi pengembangan SMK berdasarkan potensi unggulan
wilayah akan melibatkan banyak pihak (stakeholders) yang memiliki visi,

misi, tujuan berbeda. Program kerjasama akan berjalan dengan baik jika
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semua unsur yang terlibat dalam pengembangan memiliki pemahaman
yang sama serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapainya.
Dengan kata lain perlu dibentuk badan sinkronisasi pengembangan SMK
bebasi keunggulan potensi wilayah yang beranggotakan pihak-pihak yang
terkait dengan pengembangan SMK. Pengelolaan kerjasama
Pengembangan SMK diperlukan pemimpin yang mampu mengelola dan
mengarahkan semua unsur organisasi untuk mencapai tujuan. Pemimpin
badan tersebut perlu memiliki karakter berupa berjiwa entrepreneur,
visioner, demokratis, transaforma-sional dan pemimpin yang
memberdayakan (Dardiri, 2015; Blanchard, 2007; Suyitno, dkk 2014). Agar
diperoleh organisasi yang kuat maka penyusunan Struktur Organisasi

harus mengakomodasi semua unsur terkait.

Pada bagian ini menjelaskan tentang sistem organisasi dan
strategi pelaksanaan kegiatan. Sistem organisasi dan strategi
pelaksanaan kegiatan pada sinkronisasi program pengembangan SMK ini
sesuai dengan tahapan pengembangan program vyang dijelaskan
sebelumnya. Strategi pelaksanaan kegiatan dengan melakukan klarifikasi
data hasil olahan, untuk mendapatkan tingkat kevalidan yang tinggi.
Klarifikasi data bertujuan untuk mencari ada tidaknya GAP antara data
hasil pemetaan dengan data konrit (riil) di lapangan. Selain itu, strategi
pelaksanaan kegiatan juga melalui Focus Group Discussion (FGD) yang
merupakan kegiatan analisis diskusi terarah dalam melakukan validasi
secara objektif. Sinkronisasi Program adalah proses pengembangan SMK
berbasis potensi keunggulan wilayah. Sinkronisai program dilakukan oleh
badan yang dibentuk oleh pemerintah (Dinas Pendidikan Daerah).
Pembentukan Badan melibatkan semua stakeholders SMK. Keanggotaan
Badan Pengembang disesuaikan dengan kebutuhan dan cakupan kegiatan

yang direncakan.
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Lembaga yang terlibat dalam melakukan Sinkronisasi Bidang
Keahlian di SMK dengan prioritas potensi unggulan wilayah dan prioritas
tenaga kerja yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat
Pembinaan SMK, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK),
Pemerintah Daerah (Provinsi), Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara
esensi lembaga tersebut dikelompokkan menjadi lembaga penyelenggara

program dan lembaga pelaksana program.

1) Lembaga Penyelenggara Program

Penyelenggaraan program sinkronisasi meliputi Direktorat
Pembinaan SMK dan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang
terpilih. Dalam hal ini, kedua lembaga tersebut merupakan kepanjangan
tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Dalam hal itu, Kemendikbud memegang amanat penting dari Undang-
Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan
pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi berada pada tingkat
kabupaten/kota namun telah di tempatkan di provinsi. Manajemen
pengelolaan pendidikan menengah serta penerbitan izin pendidikan
menengah merupakan dua urusan yang saat ini menjadi tanggung jawab
pemerintah provinsi. Dalam hal pengelolaan guru, menurut Undang-
Undang No. 23 tahun 2014 pemerintah provinsi telah diberikan
kewenangan untuk untuk dapat memindahkan gquru dan tenaga
kependidikan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi. Khusus untuk
pengelolaan guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah

juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
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2) Lembaga Pelaksana Program

Lembaga atau instansi pelaksana program sinkronisasi bidang
keahlian di SMK melibatkan beberapa instansi. Instansi tersebut meliputi
Dinas Pendidikan Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan, dan perwakilan beberapa SMK. Para pelaksana program
sinkronisasi tersebut membentuk konsorsium institusi pelaksana untuk
mentukan fokus kerja serta step dan stage setiap proses program

sinkronisasi.

Selain itu, instansi kabupaten/kota juga merupakan komponen
pendukung vital pelaksaan program sinkonisasi. Instansi tersebut meliputi
Dinas Pendidikan Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, Disnaker Kab.Kota dan
instansi terkait lain. Instansi tersebut merupakan basis recording data
untuk melakukan updating sesuai wilayah yang dinaunginya. Oleh karena
itu, keaktifan instansi Kab/Kota berpengaruh besar terhadap daya updating

di tingkat Provinsi.
1. Sarana dan Prasarana

Proses program sinkronisasi bidang keahlian di SMK memerlukan
sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatannya. Sarana dan
prasarana tersebut merupakan alat dan pendukung utama dalam
melaksanakan program sinkronisasi bidang keahlian. Pada semua
prosesnya, memerlukan jaringan aktif internet sebagai media untuk
melakan eksplorasi website dan situs. Selain itu, sarana dan prasarana
seperti perlengkapan elektronik (laptop, LCD, komputer PC, smartphone)
yang memiliki spesifikasi tinggi juga tidak dapat diabaikan. Hal itu
dikarenakan pada program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ini teknik

analisisnya melalui manual dan blended.
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Di samping itu, diperlukan homebase agar semua informasi dapat
tersalurkan dan tertata. Penentuan homebase dapat melalui letak strategis
dari para anggota konsorsium. Pada proses sinkronisasi ini, tidak
berlangsung dalam hitungan hari saja, namun bahkan bisa sampai
hitungan bulan. Proses dalam melakukan sinkronisasi juga dapat
terlaksana beberapa tahap (apabila diperlukan). Dengan kata lain, program
sinkronsasi ini secara tidak langsung akan dapat membuat instansi
pelaksana lebih “mesra” dan semakin konsisten bersama-sama untuk
meningkatkan kualitas program masing-masing khususnya program untuk

pendidikan kejuruan (SMK).

2. Pembiayaan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Proses program sinkroniasi bidang keahlian di SMK berbasis
prioritas potensi keunggulan wilayah memerlukan pandanaan. Pendanaan
yang dimaksud disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan yang
direncanakan. Perencanaan pendanaan harus dilakukan secara transparan
melibatkan semua unsur organisasi badan sinkronisasi yang dibentuk.
Sumber pendanaan dibebankan pada mata anggaran semua pihak yang
terlibat yaitu konsorsium institusi pelaksana.

Pembiayaan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
Keluaran, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran
Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian
dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran
yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua
pembiayaan, yaitu Standar Biayan Riset dan Standar Biaya Tambahan.

Justifikasi anggaran penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan

penelitian sesuaindengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus
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penelitian. SBK riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat
disetujui. Rincian anggaran yang dibuat harus memuat SBK penelitian dan
tambahan biaya luaran yang akan dicapai. Biaya SBK yang diusulkan
sudah mencakup biaya mencapai luaran program yang ditargetkan
sedangkan tambahan biaya luaran hanya diperuntukkan bagi luaran

tambahan.
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BAB lil
MEKANISME PENYELENGGARA PROGRAM

SINKRONISASI BIDANG KEAHLIAN DI SMK

A. Konsorsium dan Mekanisme Kerja Penyelenggaraan Program

Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Penyelenggara program sinkronisasi bidang keahlian di SMK melibatkan
konsorsium penyelenggara program. Konsorsium merupakan institusi
yang berwenang melaksanakan program sinkronisasi secara nasional.

Konsorsium program sinkronisasi bidang keahlian di SMK disajikan pada

Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Konsorsium Penyelenggara Program Sinkronisasi Bidang
Keahlian di SMK
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Konsorsium penyelenggara program sinkronisasi dengan bidang keahlian
di SMK meliputi Direktorat PSMK, tim naskah kebijakan Universitas Negeri
Malang, Pemprov., LPMP, dan perwakilan SMK.

Hubungan kerja dan aktifitas antar dan setiap institusi penyelenggara
program sinkronisasi bidang keahlian di SMK sebagaimana pada Gambar

3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

[1] Socializing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl melakukan
sosialisasi kepada pemerintah daerah provinsi dan tim konsorsium
(Direktoral PSMK dan Universitas Negeri Malang) terkait pengembangan
SMK berbasis prioritas potensi unggulan wilayah. Hal itu dilakukan dengan

menyelenggarakan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

[2] Informing. Konsorsium penyelenggara program sinkronisasi bidang
keahlian di SMK dan pemerintah daerah provinsi menginformasikan dan
memberikan sosialisasi lanjutan program tersebut kepada Dinas

Pendidikan Provinsi, Bappeda Provinsi, dan Disnaker Provinsi.

[3] Recording. Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda Provinsi, dan Disnaker
Provinsi melakukan rekan data riil terhadap kondisi pada masing-masing

instansi di kabupaten/kota.

[4] Reporting. Dinas Pendidkan Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, dan Disnaker
Kab/Kota melaporkan data mereka sesuai dengan fungsi masing-masing

instansi pada setiap instansi tingkat provinsi.

[5] Co-ordinating. Disnaker Provinsi dan Bappeda Provinsi melakukan
kordinasi hasil repoting data yang kemudian dijadikan bahan sinkronisasi

terhadap fokus program dari Dinas Pendidikan Provinsi.
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[6] Synchronizating. Dinas Pendidikan Provinsi bersama-sama dengan
Bappeda Provinsi dan Disnaker Provinsi melaksanakan program
sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Program tersebut dimonitoring oleh

LPMP sebagai lembaga Penjaminanan mutu pendidikan.

[7] Resulting. Hasil dari program sinkronisasi bidang keahlian di SMK
dilaporakan kepada Konsorsium penyelenggara program dan pemerintah

daerah provinsi yang kemudian merancang kebijakan

[8] Implementing. Dilanjutkan dengan implementasi oleh pemerintah
daerah provinsi dibantu dengan konsorsium penyelenggara program
melakukan tindak lanjut dengan merevitalisasi Sekolah Menengah

Kejuruan sesuai dengan prioritas potensi unggulan wilayah.

B. Konsorsium dan Mekanisme Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi
Bidang Keahlian di SMK
1 Konsorsium Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian
di SMK

Institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK
melibatkan beberapa instansi sebagai konsorsium.instansi tersebut
meliputi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan beberapa
perwakilan SMK. Selain itu, instansi pada tingkat Kab/Kota juga berperan
aktif dalam melakukan tahapan recording data agar data yang dianalisis
merupakan data yang memiliki tingkat ke-update-an tinggi. Instansi
tersebut meliputi Dinas Pendidikan Kab/Kota, Badan Perencanaan dan
Pembangunan Kab/Kota, dan Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota. Konsorsium
institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK disajikan

pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Konsorsium Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang
Keahlian di SMK

Hubungan kerja dan aktifitas antar dan setiap institusi pelaksana program
sinkronisasi bidang keahlian di SMK sebagaimana pada Gambar 3.2 dapat

dijelaskan sebagai berikut.

[1] Recording. Konsorsium institusi pelaksana yang meliputi Dinas

Pendidikan (Disdik) Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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(Bappeda) Provinsi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi, Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan beberapa perwakilan SMK

melakukan perekaman data ke kabupaten/kota masing-masing instansi.

[2] Collecting. Dinas Pendidikan (Disdik) Kab/Kota, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab/Kota, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kab/Kota melakukan pengambilan data. Teknik yang diguanakan melalui
teknik manual (observasi & survei) dan teknik blended melalui eksplor

website dan situs terkait.

[3] Reporting. Hasil dari tahap collecting dijadikan bahan dan dasar instansi

provinsi (Disdik, Bappeda, Disnaker) untuk melakukan sinkronisasi.

[4] Synchronizating. Sinkronisasi dilakukan oleh konsorsium institusi
pelaksana program dengan fokus hasil pada Prioritas potensi unggulan
wilayah, Prioritas Tenaga kerja, dan Bidang keahlian yang sesuai dengan

prioritas potensi unggulan wilayah dan tenaga kerja

[5] Resulting. Hasil dari sinkronisasi diteruskan kepada pemerintah daerah

provinsi (Gubernur) untuk diimplementasikan.

[6] Implementing. Tahap implementasi hasil sinkronisasi (kebijakan atau
Pergub) terkait revitalisasi pendidikan SMK dengan bidang keahlian

berdasarkan prioritas potensi unggulan wilayah dan prioritas tenaga kerja.

2 Mekanisme Kerja Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang
Keahlian di SMK
Pada pelaksanaan program sinkronisasi, mekanisme kerja
institusi pelaksana dimulai dari rapat koordinasi oleh konsorsium institusi

pelaksana. Koordinasi tersebut sebagai sarana untuk job-cecking agar
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setiap proses yang dilakukan dapat berjalan sesuai target dan rencana.
Institusi pelaksana meliputi:
1. Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam hal ini Gubernur
2. Konsorsium Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian
di SMK. Anggota Konsorsium Institusi pelaksana yaitu:
e Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi
e Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
« Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi
e Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
3. Disdik Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, dan Disnaker Kab/Kota
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai perwakilan
Institusi pelaksana tersebut saling berkordinasi dalam melakukan
perencanaan, pelaksaan, dan evaluasi. Mekanisme kerja institusi
pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK dijelaskan pada

Gambar 3.3.
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Gambar 3.3 Mekanisme Kerja Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi

Bidang Keahlian di SMK
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Flowcart pada Gambar 3.3 menjelaskan mekanisme kerja institusi
pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Uraian masing-

masing proses dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsorsium institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian
di SMK melakukan koordinasi untuk menentukan tahapan proses
recording dan collecting data di tingkat kab/kota.

2. Institusi tingkat kab/kota (Disdik, Bappeda, Disnaker) melakukan
proses recording dan collecting data pada masing-masing lembaganya.
Data tersebut berupa potensi unggulan wilayah, ragam bidang keahlian,
dan jenis tenaga kerja. Selanjutnya, data tersebut diisikan pada Format
A1, Format A2, dan Format A3.

3. Setelah proses pengisian pada Format A1, Format A2, dan Format A3
selesai, maka proses selanjutnya vyaitu kegiatan sinkronisasi.
Konsorsium institusi pelaksana melakukan proses analisis yang
meliputi analisis (1) prioritas potensi unggulan wilayah, (2) prioritas
jenistenaga kerja, dan (3) kesesuaian ragam bidang keahlian di SMK.

4. Hasil sinkronisasi yang telah dilakukan oleh Konsorsium institusi
pelaksana program dientry pada Format B1, Format B2, dan Format B3.
Format tersebut merupakan isian data hasi analisis dari tahap
sinkronisasi.

5. Konsorsium institusi pelaksana melakukan merging data hasil
sinkronisasi yang kemudian menggunakan Format C1. Hal itu dilakukan
agar data hasil dari Format B1, Format B2, dan Format B3 dapat
tersinkronkan dengan komplek dan holistik.

6. Pemerintah daerah/provinsi menerima dokumen Format C1 untuk
mengimplementasikan hasil dari program sinkronisasi bidang keahlian

di SMK.
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BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
SINKRONISASI BIDANG KEAHLIAN DI SMK

A. Analisis dan Penetapan Prioritas Program Sinkronisasi Bidang Keahlian
di SMK

1 Analisis Prioritas Potensi Unggulan Wilayah

Apabila dianalisis secara holistik, potensi daerah di Indonesia merupakan
sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia baik
dalam sumber daya alam, sosial budaya maupun sumberdaya manusia
yang dapat dikembangkan sehingga menghasilkan suatu nilai tambah bagi
daerah itu sendiri. Pembangunan suatu daerah dikatakan berhasil apabila

memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul (Hamdani, 2016).

Ragam potensi unggulan di Indonesia disajikan pada Gambar 4.1.

POTEN G SR
[T AL SN

Gambar 4.1 Ragam Potensi Unggulan di Indonesia
Program Peta Prioritas Potensi Unggulan dalam Sinkronisasi

Bidang Keahlian di SMK merupakan upaya melaksanakan tujuan dari

Inpres No 9 Tahun 2016, yang mempunyai tujuan utama membuat SMK
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Unggulan bebrasis potensi, hal ini senada dengan program sinkronisasi
karena berfokus pada relevansi SMK dengan bidang keahlian. Analisis
prioritas dilakukan dalam 2 tahap utama, yakni tahap manual dan tahap
web based/online. Pada tahap manual analisis prioritas dilakukan secara
mandiri, dalam artian dilakukan melalui observasi lapangan dan
wawancara pada pihak yang terkait, dengan sistematika jemput bola, hal
ini diharapkan menjadi data valid sebagai dasar penetapan naskah
kebijakan SMK  di Seluruh Indonesia, untuk alur yang lebih jelas disajikan
pada Gambar 4.2. Sedangkan analisis prioritas web based/online dilakukan
berdasarkan data yang tersebar di internet, data tersebut valid apabila
menampilkan source data. Mekanisme selanjutnya adalah menganalisis
melalui website yang sudah dibuat terkait kesesuain SMK, jumlah SMK dan
bidang keahlian yang ada, kemudian keputusan akhir terkait kesesuain
SMK dapat langsung diberitahukan melalui website. Tahapan ini
diharapkan memangkas jarak dan waktu informasi yang disebarkan,
sehingga SMK dipelosok Indonesia tahu terkait kebijakan SMK tersebut.
Analisis prioritas SMK juga khusus untuk mengetahui secara
jelas kebutuhan SMK setiap daerah, menurut studi lapangan literatur,
setiawan (2017) menyampaikan daerah/wilayah membutuhkan SMK yang
dapat mengangkat hasil daerahnya, semisal bidang keahlian
pertambangan yang menjadi salah satu kekayaan di indonesia, namun

SMK dibidang itu masih sedikit.
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Gambar 4.2 Alur Analisis Proses Sinkronisasi

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci
didalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang
berkualitas dan memiliki keterampilan serta daya saing tinggi dalam
persaingan global yang semakin terbuka. Mengingat sejak Tahun 2015
Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN (Association South
Each Asia Nation) melalui penandatanganan Asean Economic Community
(AEC) atau yang dikenal MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) oleh masyarakat

Indonesia.

Hasil analisis sektor kemaritiman di Indonesia, dapat dipaparkan
bahwa merupakan dua pertiga dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sumber
daya alam yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Antara lain
berbagai macam ikan, udang, kerang, rumput laut serta mutiara. Selain itu
berbagai bahan tambang juga terkandung di dalam lautan (Manik, 2014).

Laut dan selat (laut sempit) yang termasuk wilayah Indonesia antara lain
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Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Sunda, dan
Selat Karimata. Perairan darat merupakan perairan yang berair tawar. Yang
termasuk perairan darat adalah sungai, danau dan waduk. Perairan darat
dapat dimanfaatkan untuk olah raga, sarana transportasi, rekreasi,
perikanan dan pertambangan. Air yang bertenaga seperti air terjun juga
dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Beberapa contoh perairan
daratan di Indonesia antara lain Sungai Kapuas (Kalimantan), Sungai
Bengawan Solo (Jawa Tengah), Waduk Jatiluhur, Sungai Musi (Sumatera),
Danau Toba (Sumatera), Danau Poso, dan Waduk Gajah Mungkur.

Pada Potensi sosial budaya, Indonesia memiliki berbagai jenis dan
type. Potensi sosial budaya tersebut merupakan potensi yang terdapat di
kehidupan masyarakat. Berbagai jenis kesenian daerah dan adat istiadat
merupakan contoh potensi sosial budaya. Bentuk-bentuk kesenian
tersebut dapat menjadi potensi suatu daerah yang unggulan (Habib, 2015).
Diantaranya yaitu seni tari. Seni tari memiliki berbagai jenis. Misalnya yaitu
seni taru tradisional. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki tarian
khas dan unik. Contohnya Tari Piring dari Sumatera Barat, Tari Kecak
dariBali dan Tari Nelayan dari Maluku. Selain itu, terdapat juga bidang seni
pertunjukan. Seni pertunjukan disebut juga dengan seni pentas. Drama,
wayang serta teater merupakan contoh seni pertunjukan. Contoh seni
pertunjukan di Indonesia adalah Wayang Golek (Jawa Barat), Lenong
(Betawi), dan Ogoh-ogoh (Bali). Selain seni tari dan seni pertunjukkan,
potensi budaya Indonesia yaitu seni musik tradisional. Seni musik
tradisional meliputi lagu dan alat musik tradisional. Contoh lagu daerah
antara lain Lagu Apuse (Papua), Ampar-ampar Pisang (Kalimantan
Selatan), Kicir-kicir (DKI Jakarta) dan Soleram (Riau). Selain itu, potensi
budaya di Indonesia juga memiliki keragaman yang komplek pada seni
rupa. Seni rupa terdiri dari berbagai bentuk, yaitu seni pahat, seni patung

dan seni ukir.
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1. Penetapan Prioritas Unggulan Unggulan Wilayah
Penetapan prioritas potensi unggulan wilayah merupakan acuan
dalam penetapan prioritas yang ada dalam program peta prioritas potensi
unggulan dalam sinkronisasi bidang keahlian di SMK penetapan tersebut
berdasarkan data konkrit yang terdapat dalam lapangan dan studi empiris
yang telah dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.
Salah satu cara menetapkan prioritas adalah dengan analisis USG
(urgensi, seriousness dan growth) yakni dengan cara memberikan skor
terhadap persoalan yang sudah teridentifikasi. Skor yang diberikan
merupakan akumulasi dari skor 1-7 terhadap tiga komponen USG.
(1) tingkat urgensi (U) untuk dipecahkan, apa dan seberapa besar
dampaknya jika tidak dipecahkan
(2) tingkt keseriusan (S) tekanan yang timbul
(3) tingkat kekuatan dan kemungkinan akan menjadi isu yang
dipecahkan berkembang (G) menjadi persoalan baru yang lebih
kompleks.
Contoh dari penentuan skoring dengan USG (urgensi, seriousness
dan growth) sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Format Pemberian Skor Prioritas dengan Analisis USG

No Persoalan U | S | G| Jumlah | Ranking Skala
Prioritas

Keterangan:
Nilai 7 = sangat besar
Nilai 1 = sangat kecil
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Skor yang diberikan untuk memberikan penilaian tersebut
digunakan skala penentuan alternatif penyelesaian masalah yang menjadi
prioritas, digunakan metode teknik CARL (Capability, Accesibility, Readness,
Leverage), dengan memberikan skor pada tiap alternatif penyelesaian
masalah dari 1-7 dimana 1 berarti sangat kecil dan 7 berarti sangat besar
atau harus diprioritaskan. Metode CARL merupakan cara pandang dalam
menilai alternatif penyelesaian masalah sebagaimana dikemukakan pada

Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Skor Penilaian Skala Prioritas

No Persoalan C|A|R|L | Jumlah | Ranking Skala

Prioritas

Capability merupakan penilaian terhadap kesediaan seumberdaya
untuk mendukung implementasi tindakan, accesibility kemudahan untuk
dilaksanakan, readiness adalah kesiapan pengguna untuk melaksanakan

program, dan leverage seberapa besar pengaruh dengan yang lain.

B. Action Plan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK
1 Action Plan Program Manual

Action plan (Rencana Tindakan) program sinkronisasi bidang
keahlian di SMK merupakan langkah awal yang mutlak dilakukan untuk

membuat perubahan SMK. Action plan yang dirancang hendaknya dalam
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memenuhi 5 (lima) kriteria SMART merupakan akronim Specific,
Measurable, Achieveable, Realistic, dan Timebound. Kelima aspek SMART
tersebut akan membantu pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Langkah pertama dalam membuat action plan menentukan tujuan
utama program. Tujuan utama program tersebut berdasarkan pada hasil
penetapan/penialian skala prioritas. Selanjutnya tujuan utama tersebut
dijabarkan secara detail menjadi aktivitas dan tugas-tugas untuk
melakukan tindakan. Action plan juga menjadi arah yang jelas atas awal
dan akhir perubahan yang direncanakan  action plan juga bisa
merepresentasikan proses perubahan yang dinamis. Jika diperlukan juga
dapat mengakomodasi perubahan saat informasi baru muncul. Action
plan dibuat tentunya didasarkan atas prioritas permasalahan sosial yang
terjadi. Permasalahan ini dsebut sebagai problem statement.
Permasalahan harus mampu mewakili atau menjelaskan permasalahan
yang menjadi dasar perubahan sosial (program sinkronisasi bidang
keahlian di SMK) yang akan dilakukan.

Problem statement harus dibuat secara spesifik dan operasional
pada pelaksanaannya. Artinya dikembangkan berdasarkan indikator-
indikator prioritas permasalahan dengan hasil USG dan CARL. Kriteria
spesifik di sini salah satunya meliputi objek riil yang dituju. Selanjutnya dari
aktivitas ditetapkan target alokasi waktu penyelesaian masing-masing
kegiatan. Di samping itu juga ditetapkan siapa yang harus melakukan
tindakan, serta peralatan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap
kegiatan. Butir-butir yang dirancang dalam action plan diungkapkan pada

Tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Format Penyusunan Action Plan

. . Indikator | Sasaran Waktu - Pelaksana
No [Tujuan |Kegiatan . . dan A
Pencapaian |Kegiatan |Pelaksanaan Media Kegiatan

Action Plan program manual dilakukan untuk mengetahui langkah
awal dalam merencanakan program, bentuk dari action plan menggunakan
Flow Chart dan Tabel Rencana Tindak Manual. Action Plan program manual

dipaparkan pada Gambar 4.3.

Pengadaan Program

Program

Keberlanjutan .
Program Pembentukan Tim

Pengembang

Implementasi
Kebijakan

Evaluasi Program Studi I
Lapangan

Gambar 4.3 Mekanisme Action Plan Program Manual

Pendataan SMK

Konsolidasi Program

Program
Selesai

Pada Diagram Alir (Flow Chart) dimulai dengan pengadaan

program peta prioritas potensi unggulan dalam sinkronisasi bidang
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keahlian di SMK yang diadakan oleh Direktorat PSMK Kemdikbud.
Sosialisasi program dilakukan setelah action plan dan perangkat
pendukung siap. Sosialisasi tersebut dikordinasi oleh konsorsium
sehingga jelas pada tujuan dan target sosialisasi. Langkah selanjutnya
adalah pendataan SMK melalui observasi dan studi lapangan. Hasil dari
pengumpulan data tersebut digunakan sebagai acuan implementasi
kebijakan.

Tabel rencana tindak manual difungsikan untuk mengelola
kegiatan program sinkronisasi yang sudah dijelaskan pada Gambar 4.3.
Tabel Rencana dimulai dengan penjabaran kegiatan, kemudian dijabarkan
permaslahan/hambatan beserta cara mengatasi. Pada kolom 3 diisi
dengan Indikator Keberhasilan program yang dipadu dengan sasaran
program (umum/khusus), kemudian baru dijabarkan kembali penaggung
jawab program, target waktu dan output program, secara jelas dapat dilihat

pada Tabel 4.4.
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C. Action Plan Program Blended

Selain secara manual, program sinkronisasi juga dilakukan
dengan secara Blended yaitu program manual fisilitasi elektronik (web).
Hal itu agar keholistikan dari hasil program sinkronisasi bidang keahlian di
SMK memiliki tingkat relevansi yang tinggi. Action plan program Blended
dilakukan secara manual fasilitasi elektronik (web) dijelaskan pada

Gambar 4.4.

. Pengadaan
Program

h 4
o
2
[1e]
ES
o
]
/=]
i
E|

|

| |
| Pembentukan Tim Sosialisasi |
: Pengembang Program :

Pengumpulan
Data

l I

Implementasi
Kebijakan

¥

Website (Online)

Evaluasi Program Entry Data Baru

Konsolidasi
Program

L 4

Database

:-"/I-(eberlanjutar?“\., Tidak F'n:ugran_’l \
~~._ Program _-~ -.\ Selesai ;.'

Ya

-
. e
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S

Gambar 4.4 Mekanisme Action Plan Program Blended

Pada program Blended difasilitasi dengan situs alamat

www.mapping-smk.com. Pada website tersebut, pengguna (user)
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dibedakan menjadi dua tipe (jenis). Jenis pertama yaitu user sebagai admin
(pengelola). User sebagai admin, mampu login dan melakukan entry data
terkait dengan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Selain itu,
pada user admin, dapat melakukan upgrading data pada database. Jenis
user kedua yaitu user guess (user tamu/pengunjung). Pada user tipe ini,
user hanya sebagai pengunjung dan tidak ada fasilitas untuk login atau
merubah data. Tipe user ini diperuntukkan untuk khalayak umum yang

melihat data sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

1 Proses/Langkah-langkah Sinkronisasi

Proses atau langkah-langkah sinkronisasi dimulai dengan
Mengidentifikasi program kerja beserta perangkat pendukung sinkronisasi
yng berbentuk studi pendahuluan berupa observasi awal terhadap
pemetaan wilayah unggulan yang kemudian dijadikan rancangan terhadap
sinkronisasi program. Selanjutnya, Kerjasama berupa konsorsium
menggali dan memetakan permasalahan potensi unggulan wilayah yang
kemudian saling berkodrdinasi untuk menentukan kebutuhan bidang
keahlian SMK disetiap wilayah Indonesia. Proses sinkronisasi tersebut
dilakukan dengan analisis data melalui manual dan blended. Hal itu
dikarenakan untuk mempermudah dari masing-masing instansi
mengakses databesa yang diperlukan. Proses atau langkah tersebut

disajikan pada Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Mekanisme Proses Sinkronisasi
Dinas Pendidikan (Disdik) Kab/Kota, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab/Kota, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kab/Kota melakukan pengambilan data. Teknik yang diguanakan melalui
teknik manual (observasi & survei) dan teknik blended melalui eksplor
website dan situs terkait. Sinkronisasi dilakukan oleh konsorsium institusi
pelaksana program dengan fokus hasil pada prioritas potensi unggulan
wilayah, prioritas tenaga kerja, dan bidang keahlian yang sesuai dengan
prioritas potensi unggulan wilayah dan tenaga kerja. Tahap implementasi
hasil sinkronisasi (kebijakan atau Pergub) terkait pendidikan SMK dengan
bidang keahlian berdasarkan prioritas potensi unggulan wilayah dan

prioritas tenaga kerja.
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2 Langkah-Langkah Pelaksanaan Penetapan Sinkronisasi Bidang Keahlian

di SMK

Langkah-Langkah Pelaksanaan Penetapan Sinkronisasi Secara Manual
Langkah-langkah pelaksanaan penetapan sinkronisasi bidang keahlian
dilakukan untuk menentukan pelaksaan penetapan sikronisasi sudah
berjalan secara maksimal atau belum, langkah-langkah tersebut berkenaan
dengan dengan keterlibatan lembaga terkait dan sosialisasi program yang
perlu dilakukan agar keterserapan informasi dapat berjalan secara
maksimal. Didalam pelaksaan program sendiri terdapat beberapa tahapan
yang menjadi topik khusus yang dapat menjadi acuan ketercapain
program, diantaranya Strategi Pencapaian, Pendampingan dan Evaluasi.
Pada langkah awal, yaitu persiapan program dari tingkat pusat sampai
sekolah. Selanjutnya, dilakukan penentuan Provinsi dan Kab/Kota Sasaran.
Setelah itu, proses pelaksanaan program sinkronisasi doleh konsorsium
institusi pelaksana program. Selanjutnya, dilakukan monitoring terhadap
adanya hambatan dan hasil dari sosialisasi program. Langkah akhir yaitu
evaluasi program untuk mengetahui adanya ketidaksamaan persepsi
terhadap adanya program. Langkah-langkah pelaksanaan sinkronisasi

secara manual dijelaskan pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Skema Langkah-Langkah Secara Manual

Langkah-Langkah Pelaksanaan Penetapan Sinkronisasi Secara Blended

Tahapan Blended dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah
yang dilakukan secara manual fasilitasi online, hal ini diharapkan
mempermudah kolekting data pada tahap analisis. Secara Blended
tahapan dilakukan dengan menyiapkan website sebagai pengelola
informasi, kemudian melakukan bimbing teknis pada calon administrator
web, pelaksanaan penginputan data dan melalui serangkaian matching

data yang dihubungkan dengan database. Langkah-langkah pelaksanaan
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penetapan sinkronisasi secara blended, juga bertujuan untuk memudahkan
para pengelola maupun pembaca (user guess) dalam melakukan akses
data dan informasi. Selain itu, informasi yang diakses akan lebih cepat
sampai kepada masing-masing individu dan meningkatkan efek
portabelitas dalam melakukan monitoring proses. Secara rinci tahapan

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Langkah-Langkah Penetapan Sinkronisasi Secara Blended
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D. Lembaga yang Terlibat pada Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di
SMK

Program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ini melibatkan
beberapa lembaga dalam pelaksanaannya. Lembaga tersebut masing-
masing memegang fungsi dan sebagai shareholder. Hal itu dikarenakan
program ini merupakan program merging yang merekombinasikan tujuan
dan program-program dari para lembara yang terlibat. Selanjutnya,

lembaga tersebut membentuk sebuah konsorsium. Lembaga yang terlibat

pada program sinkronisasi bidang keahlian di SMK dijelaskan pada

Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Lembaga yang Terlibat Proses Sinkronisasi
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E. Sosialisasi Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK
1 Dinas di Provinsi (Dinas Pendidikan, Bappeda, Disnaker)
Sosialisasi Sinkronisasi program pemetaan wilayah unggulan
dimulai dengan sosialisasi Dinas Pendidikan Provinsi dengan 5 tahapan.

Pada Gambar 4.9 disajikan tahapan sosialisasi program (tingkat provinsi).

m Marmparnophan Seqelissn o Dinad Frosann
| Maryumgrion aspal- crpek pemeioon potesa
2. Merumpian homboion keindale yong di pumpos
drbapnge
3. Margeralips Propesprosadur gnkrosisesi

L Bkt provpnom sikronesis
2. WMangefan kendolly sendsrinn ks

terbeniy Rendalyhombatan,
3, Evaluedi tohapony” Prosedurel progros

R Maerpan adany g jela diaupun axpek yong Tidak
— i dingon rencangan

Eguemruitiann Ainher Prigrum den kebserbinffan

Gambar 4.9 Sosialisasi Program Sinkronisasi (Tingkat Provinsi)

Pada tahapan pertama Preparing dilakukan untuk mempersiapkan
sosialisasi, mulai dari rencana angaran biaya, jadwal kegiatan dan output
yang dihasilkan. Tahap kedua Doing dilakukan untuk merumuskan aspek-
aspek yang mendasari pemetaan potensi beserta kendala-kendala yang
akan dihadapi, Pada Tahap ketiga ketiga dilakukan evaluasi menyeluruh
program sinkronisasi dengan mengatasi kendala yang dijumpai
dilapangan. Selanjutnya, tahap Revising untuk merevisi keterkaitan
program dengan rancangan program yang dilakukan agar tidak terjadi

asumsi eror program, dan yang terakhir pada tahap kelima vyaitu
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Consolidating dilakukan untuk monkosultasikan akhir program dan

keberlanjutan program sinkronisasi program.

2 Lembaga Kabupaten/Kota

Sosialisasi tahap Lembaga Kabupaten/ Kota dilaksanakan
berdasarkan prinsip kebutuhan setiap wilayah. Sosialisasi tersebut terkait
latar belakang program dan dampak yang akan dihadapi ketika program
dilakukan, pada tahap ini program sosialisasi dilakukan menyeluruh
disetiap kabupaten/kota di indonesia, secara rinci disajikan pada Gambar

4.10.

Pusat
Provinsi
r.
I ¥ 1
Dinas Dinas Tenaga
Pendidikan Bapeda Kerja
Kota/
Kabupaten ] SR

+ +

4 2

4 & 4

Gambar 4.10 Langkah Sosialisasi Hasil Sinkronisasi (Tingkat Kab/Kota)
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1. SMK di Setiap Provinsi

Sosialisasi tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan untuk
memberikan informasi sekaligus pemahaman terkait potensi unggulan
wilayah yang terkait dengan pengembangan SMK dimasa depan.
Sosialisasi kepada SMK di setiap provinsi bukan berarti untuk men-
judgement SMK yang tidak sesuai harus dibubarkan, namun lebih menitik
beratkan aspek demand dan supply. Sosialisasi tersebut difungsikan untuk
memberikan gambaran kepada SMK terkait permasalahan yang akan
ditimbulkan apabila SMK tidak sesuai dengan potensi unggulan wilayah
daerah, hal ini perlu disosialisasikan sejak dini untuk memberikan sudut

pandang kebermanfaatan bagi SMK.
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BAB V
EVALUASI DAN MONITORING

A. Aspek yang dievaluasi

Evaluasi dan monitoring merupakan salah satu kegiatan manajemen yang
dilakukan untuk mengetahui keberhasilan Program Sinkronisasi Bidang

Keahlian di

SMK. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan untuk mengendalikan
seluruh program mulai dari perencanaa sampai dengan tahap
pelaksanaan. Selain itu evaluasi juga digunakan untuk mengetahui kendala
dan alternative solusi dalam pelaksanaan program. Tujuan dari monitoring
dan evaluasi tidak lain agar pencapaian pelaksanaan program yang efektif

dan efisien.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan prinsip profesional, obyekti,
transparan, akuntabel dan terus menerus. Monev dilakukan secara
profesional artinya pelaksana evaluasi harus memahami dan menguasai
substansi kegiatan yang dilakukan. Objektif mengandung makna agar
monev dilakukan secara jujur dan mengungkap fakta yang sebenarnya.
Semua pihak yang terkait harus mengembangkan kejujuran dan
kesungguhan dalammelakanakan program. Transparan memberikan
arahan agar pihak pelaksana evaluasi dan yang dievaluasi mengetahui
segala aspek yang terkait dengan monitoring seperti instrumen yang
digunakan dan tolok ukurnya. Akuntabel bermakna semua kegiatan
dilakukan dapat dan bisa mudah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Sedangkan evaluasi harus dilakukan secara terus menerus pada setiap

tahap manajemen. Aspek yang dievaluasi dipaparkan pada Gambar 5.1.
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Gambar 5.1 Aspek yang Dievaluasi

Pada Gambar 5.1 memaparkan bahwa aspek yang dievaluasi pada
program sinkronisasi bidang keahlian di SMK meliputi tiga aspek, yaitu
aspek proses, aspek alat (instrument) dan aspek hasil. Pada aspek proses,
hal yang perlu dievaluasi yaitu recording, collecting, reporting, synchronizing,
resulting, dan implementing. Pada proses recording dan collecting, evaluasi
dilakukan terhadap hambatan yang nampak saat pengambilan data
dilakukan. Misalnya terkait kesulitan mendapatkan data terbaru (update
data). Hal itu dilakukan karena proses tersebut merupakan proses awal
dalam melakukan kajian data yang diperlukan selama program
berlangsung. Selanjutnya pada proses reporting dan synchronizing, yaitu
pelaporan hasil data dan proses sinkronisasi bidang keahlian. Pelaporan
data merupakan hasil analisis dan olahan data mentah pada proses
sebelumnya. Sedangkan pada proses sinkronisasi, data hasil olahan
tersebut di merging untuk mendapatkan hasil yang relevan. Pada proses

ini, memegang peranan vital untuk penentuan hasil sinkronisasi.
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Selanjutnya evaluasi pada proses resulting dan implementing. Evaluasi
pada proses ini cukup komplek karena harus menganalisis tingkat
kerelevanan dari hasil sinkronisasi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi

mendalam terhadap objek dari implementasi hasil kajian.

Aspek yang dievaluasi kedua yaitu aspek alat (instrumen) yang
digunakan. Pad aspek ini, hal yang perlu dievaluasi yaitu tingkat readability,
comprehension, dan absorption. Tingkat readability merupakan ukuran
keterbacaan instrumen dari segi pemahaman pengguna instrumen dan
kemudahan pengguna instrumen dalam menggunakan instrumen. Seperti
contoh evaluasi pada setiap format yang digunakan untuk menjaring data
seperti pedoman wawancara, kisi-kisi surve, atau butir angket. Pada tingkat
comprehension yaitu tingkat daya pemahaman dalam mencari data
menggunakan instrumen tersebut. Selanjutnya yaitu absorption yang

merupakan tingkat keterserapan data di lapangan oleh instrumen.

Aspek yang perlu dievaluasi selanjutnya yaitu aspek hasil. Aspek
ini merupakan muara dari arah sinkronisasi program bidang keahlian di
SMK. Pada aspek hasil, hal yang perlu dievaluasi yaitu keberhasilan
implementasi, relevansi hasil sinkronisasi, dan problem-solving. Pada
keberhasilan implementasi, perlu dievaluasi terkait kesesuaian target dan
sasaran program tersebut. Hal itu perlu dilakukan karena untuk
mengetahui efektif tidaknya hasil program sinkronisasi terhadap objek
program. Selanjutnya yaitu relevansi hasil sinkronisasi dan problem-
solving. Kedua bagian aspek tersebut dapat dijadikan tolak ukur
keberhasilan program sinkronisasi. Setelah implementasi hasil perlu
dilakukan analisis ketercapaian problem-solving dalam menyelesaikan

permasalahan terkait bidang keahlian di SMK.
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B. Pihak yang Mengevaluasi

Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi ditetapkan bersama oleh
tim sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Untuk menjamin objektifitas tim
evaluasi yang ditunjuk harus menggunakan instrumen evaluasi,
merumuskan teknik evaluasi dan menetapkan prosedur evaluasi. Pihak
yang mengevaluasi meliputi Direktorat PSMK, LPTK, LPMP, perwakilan
Pemprov., dan perwakilan SMK. Pihak tersebut merupakan lembaga yang
berwenang untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksaan
program sinkroniasi bidang keahlian di SMK. Direktorat PSMK dibantu
LPTK melakukan evaluasi menyeluruh sejak awal hingga akhir
penyelenggaraan. Hal itu dikarenakan lembaga tersebut merupakan
pemegang amanah langsung dari Kemendikbud. Tugas dari masing-
masing pihak yang mengevaluasi dijelaskan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tugas Pihak yang Mengevaluasi

No. Pihak yang Mengevaluasi Aspek yang Dievaluasi
1 Direktorat PSMK - Proses
- Instrumen
- Hasil
2 LPTK - Proses
- Instrumen
3 LPMP - Proses
- Hasil
4 Wakil Pemprov. - Hasil
5 Wakil SMK - Hasil

C. Strategi Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilakukan dalam tiga tahap.
Tahap awal, tengah, dan akhir program. Pada tahap awal dilakukan setelah
perencanaan selesai. Pada tahap ini evaluasi difokuskan untuk mendalam

hasil action plan yang dibuat oleh tim sinkronisasi. Evaluasi tahan tengah
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dilakukan ketika program sedang dilaksanakan dilakukan, sedangkan
evaluasi akhir dilakukan setelah program selesai dilakukan. Evaluasi
dilakukan dengan melakukan pembahasan hasil analisis data melalui
Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan semua unsur pelaksana

program.

Strategi pelaksanaan evaluasi dan monitoring dimulai dari kordinasi
antar pelaksana evaluasi. Pelaksana evaluasi meliputi Dir.PSMK, LPTK,
LPMP, wakil Pemprov., dan wakil SMK. Kordinasi dilakukan untuk
menentukan instrument yang digunakan dan target dari evaluasi program
tersebut. Pada masing-masing pelaksana melakukan focus evaluasi
kepada aspek tujuan evaluasi masing-masing. Selanjutnya dilakukan FGD
untuk melakukan merging hasil evaluasi program. Strategi pelaksaan

evaluasi dijelaskan pada Gambar 5.2.
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Gambar 5.2 Strategi Pelaksanaan Evaluasi

D. Pelaporan Hasil Evaluasi

Semua hasil evaluasi pelaksanaan program sinkronisasi bidang
keahlian di SMK dilaporkan kepada pemerintah daerah (provinsi). Laporan
dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program

sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi,
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termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada

penyelenggaaan kegiatan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK.
Pelaporan hasil evaluasi program sinkronisasi bidang keahlian di
SMK ditujukan pada tiga lembaga utama. Lembaga tersebut meliputi

Kemendikbud, Pemerintah Daerah (Provinsi), dan SMK-SMK. Selanjutnya,

ketiga lembaga tersebut melakukan follow-up dan menentukan
keberlanjutan program tersebut untuk periode berikutnya. Skema
pelaporan hasil evaluasi disajikan pada Gambar 5.3.
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Gambar 5.3 Pelaporan Hasil Evaluasi
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PENUTUP

Pada dasarnya panduan pelaksanaan program sinkronisasi
bidang keahlian di SMK merupakan salah satu upaya proses sinkronisis
program-program pengembangan SMK untuk meningkatkan relevansi dan
kualitas program, proses, dan hasil/luaran pendidikan di SMK. Hal itu
menjadi penting mengingat keberadaan SMK dan tenaga kerja di setiap
provinsi saat ini masih banyak yang belum relevan dengan prioritas potensi
unggulan wilayah.

Panduan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ini secara
singkat meliputi: (a) konsorsium dan mekanisme penyelenggara program
sinkronisasi, (b) institusi yang terlibat dalam program sinkronisasi, dan (c)

prosedur pelaksanaan sinkronisasi program.

Konsorsium dan Mekanisme Penyelenggara Program Sinkronisasi
Penyelenggara program sinkronisasi bidang keahlian di SMK
melibatkan konsorsium penyelenggara program. Konsorsium merupakan
institusi yang berwenang melaksanakan program sinkronisasi secara
nasional. Konsorsium program sinkronisasi bidang keahlian di SMK

disajikan pada Gambar 6.1.
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Gambar 6.1 Konsorsium dan Mekanisme Penyelenggara Program
Sinkronisasi

Institusi yang Terlibat dalam Program Sinkronisasi

Institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK
melibatkan beberapa instansi sebagai konsorsium.instansi tersebut
meliputi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan beberapa
perwakilan SMK. Institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian

di SMK disajikan pada Gambar 6.2.
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Gambar 6.2 Institusi yang Terlibat pada Program Sinkronisasi Bidang
Keahlian di SMK

Prosedur Pelaksanaan Sinkronisasi Program

Prosedur sinkronisasi dimulai dengan mengidentifikasi program
kerja beserta perangkat pendukung sinkronisasi yng berbentuk studi
pendahuluan berupa observasi awal terhadap pemetaan wilayah unggulan
yang kemudian dijadikan rancangan terhadap sinkronisasi program.
Selanjutnya, Kerjasama berupa konsorsium menggali dan memetakan
permasalahan potensi unggulan wilayah yang kemudian saling
berkordinasi untuk menentukan kebutuhan bidang keahlian SMK disetiap
wilayah Indonesia. Proses sinkronisasi tersebut dilakukan dengan analisis
data melalui manual dan blended. Prosedur pelaksaan sinkronisasi

disajikan pada Gambar 6.3.
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Lampiran 1. Format A1

KOP INSTITUSI

FORM JUMLAH TENAGA KERJA

Nama Provinsi: ......ccooveeveeieieciie e

No.

Kabupaten/Kota

Jenis Bidang
Kompetensi
Tenaga Kerja
Andalan

Jumlah
Tenaga
Kerja 3
Tahun

Terakhir
(2015-
2017)

Keterangan

2015:
org

2016:
org

2017:
org

2015:
org

2016:
org

2017:
org

2015:
org

2016:
org

2017:
org

A HH A
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2015:
org

2016:
org

2017:
org

5 2015:
org
2016:
org

2017:
org
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Lampiran 2. Format A2

KOP INSTITUSI

FORM SMK UNGGULAN BERBASIS POTENSI DAERAH

Nama Provinsi: ......ccccccovveeeicvicieeeeee e

No

Kabupaten/Kota

Nama
SMK

Bidang Andalan (beri tanda v untuk yang sesuai)

Teknologi dan

rekayasa
Tek.Informasi &
komunikasi
Kesehatan
Agribisnis &
Agro-teknologi
Perikanan &
Kelautan
Bisnis &
Manajemen
Pariwisata
Seni Rupa &
Kriya

Seni
Pertunjukan
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Lampiran 3. Format A3

KOP INSTITUSI

FORM POTENSI UNGGULAN PROVINSI DI INDONESIA

Nama Provinsi: ......ccccocovveveiviciieeeee e

No. Kabupaten/Kota Potensi Unit Besar Pemasukan
Unggulan Pengelola ke Provinsi
Wilayah (dalam %)
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Lampiran 4. Format B1

KOP INSTITUSI

ANALISIS POTENSI UNGGULAN MASING-MASING PROVINSI

No

Nama

Provinsi

Potensi Unggulan
Wilayah

Prioritas Potensi
Unggulan

10

11
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Lampiran 4. Format B2

KOP INSTITUSI

ANALISIS PRIORITAS POTENSI UNGGULAN DENGAN RAGAM BIDANG

KEAHLIAN
No Nama Prioritas Ragam Bidang keahlian di SMK
Provinsi Unggulan dengan Prioritas Unggulan
Wilayah
Sesuai Tidak Sesuai
1
2
3
4
5
6
7
Dst.
............... . ! /
Ttd.
(NIP. )
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Lampiran 5. Format B3

KOP INSTITUSI

ANALISIS PRIORITAS JENIS TENAGA KERJA

No Provinsi Tenaga Kerja Depnaker

Dst.
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Lampiran 6. Format C1

KOP INSTITUSI

ANALISIS PRIORITAS KESESUAIAN

Ragam Bidang
. Keahlian . X Tidak
No | Provinsi Tenaga Kerja | Sesuai .

Sesuai

S.es1'1a| Depnaker
Prioritas
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